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MOTTO

als

*< Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,

sesungguhnya yang demikian itu sungguh sulit kecuali bagi
orang-orang yang sabar dan takwa

(S. Albaqarah:45).

% Sanggup menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan
adalah kunci hidup bersama dalam damai

(John Gray, Ph.D)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Laporan ini penulis p

ala
Ll

Sumber kasih sayang Ayal
Ibunda Sriyati yang selalu r
doa yang tulus dan tiada h

arah bagi kehidupan ananda.

als
ﬂeﬂ

Adikku tersayang Nurman §
inspirasi penulis untuk terus

atas kesabaran dan pengertial

als
L

Alm. Muslimin, Alm. M.
Neneknda Ngatmini.

% Almamaterku tercinta Univet

ersembahkan kepada :

handa Muhammad Slamet dan
nenemani ananda dengan doa —
entinya yang telah memberikan

yyarifudin yang menjadi sumber
maju dan berhasil. terima kasih
nmu selama ini.

Nuch, Almh. Masamah, dan

rsitas Jember.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KATA PE

Puji syukur kehadirat Allah SV
sehingga penulis dapat menyelesaikan g

NGANTAR

VT yang telah melimpahkan rahmatNya
,enulisan laporan ini tepat pada waktunya.

Dalam laporan ini penulis mengambil judyl “Faktor - Faktor Penyebab dan Tata Cara

Penyelesaian Nomor Pokok Wajib Pajak (
Laporan ini disusun untuk mement

gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis menyamp:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku

Universitas Jember.

Bapak Drs. Sasongko,MSi dan Bapal

dan Sekretaris Program Diploma 111 Pg

e}

Bapak Drs. Rudy Eko Pramono sel
penulis.

5. Bapak Drs. Widodo, selaku Kasi Tata
Bapak dan Ibu tercinta yang tiada
bimbingan dan dukungan moril maupu
Adikku tersayang Nurman Syarifudi
dorongan pada penulis.
Keluarga Bu de Masrifah dan kel
bantuannya yang selama ini menemani
Pak Santoso dan Maz Afrizal Ariyan
terselesainya penulisan ini.
10. Sahabat Terbaikku Riri, Sidu, Dhian,
dan dukungan kalian. .

L

randa di Kantor Pelayanan Pajak Kediri.”

thi salah satu persyaratan guna memperoleh

an ungkapan terima kasih kepada :
kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

K Drs. Djoko Purnomo,MSi, selaku Ketua
rpajakan, FISIP,Universitas Jember.

aku dosen wali penulis dan pembimbing

Bapak Sunarto, SH, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kediri.

Usaha Perpajakan KPP Kediri.
hentinya memberikan kasih sayang, doa
n spirituil untuk keberhasilan ananda.

n yang selalu memberikan semangat dan
harga Pak de Sodig, terima kasih atas
ananda.

to atas bantuan dan kerjasamanya hingga

Riza dan Ninink terima kasih atas bantuan

11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan laporan ini.

3

vi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
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kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis
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Jember, 2 Desember 2000
Penulis
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MILIK PERPUSTAKAAN
s
TAS JEMBER

€

UNIVERSI

LPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan Nasional merupaka
dan berkesinambungan yang bertujuan
baik materiil maupun spirituil. Guna
memperhatikan masalah pembiayaan
suksesnya proses pembangunan yang be
dengan cermat dan terencana telah meny
tertuang dalam Garis-Garis Besar Halu
pembangunan jangka panjang, dilaks
Tentunya program-program tersebut tida
aman, terjamin sumbernya dan yang pasti
Di awal masa pembangunan negd
kita adalah dari sektor minyak dan g
menipis schingga Pemerintah perlu
penerimaan negara agar pembangunan te
mewujudkan kemandirian suatu bangsa a

yaitu dengan menggali sumber dana y

n kegiatan yang berlangsung terus menerus

uk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

u
jcrealisasikan tujuan tersebut perlu banyak

pembangunan, sehingga untuk menjamin
rkelanjutan dan terus menerus, Pemerintah
usun program-program pembangunan yang

Negara (GBHN). Pola program-program

j:kan dalam beberapa program PELITA.

k akan terwujud tanpa dukungan dana yang
tidak sedikit jumlahnya.

ra kita, sumber utama penerimaan nasional
as bumi, tetapi persediaan migas semakin
menggali sumber lain untuk menopang
rus berlangsung', dan salah satu usaha untuk
tau negara dalam pembiayaan pembangunan

ang berasal dari dalam negeri, salah satu

contohnya adalah pajak, karena tampaknya sektor pajaklah yang paling mungkin

untuk dikedepankan, karena kalau dipe

rhatikan, sektor non migas lainnya masih

cukup sulit untuk digali dan dikembangkan sehingga belum pantas untuk diandalkan.

Pajak digunakan untuk memb
kepentingan bersama. Tentunya hal ini
bagi Dircktorat Jenderal Pajak. Bukan s
cukup untuk menunjang suksesnya pen
vang tepat dan sesuai dengan struk
peningkatan kinerja Direktorat Jenderal

menonjol adalah ketika tahun 1983 pe

iayai pembangunan vang berguna bagi
tenjadi beban dan tanggung jawab tersendiri
aja beban tuntutan memasukkan dana yang
ibangunan namun juga menemukan sistem
tur sosial masyarakat Indonesia. Upaya
Pajak sudah sejak lama dilakukan, yang

menntah mengadakan reformasi di bidang

1



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(o)

perpajakan yang merupakan pembaharuan sistem perpajakan lama dengan segala

ketentuannya yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda, sehingga melalui
sistem 1ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan
dengan lebih terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami anggota masyarakat

Wajib Pajak guna meningkatkan peran s¢

penerimaan di sektor pajak yang b
kesederhanaan, kepastian hukum dan efisi

Perubahan mendasar dari pembah

erta seluruh masyarakat, dan meningkatkan

erpegang  teguh pada prinsip keadilan,
ensi dalam pemungutannya.

aruan ini adalah berubahnya sistem Official

Assessment menjadi Self” Assessment di mana wajib pajak dipercayakan untuk

menghitung, memperhitungkan, membay

yang harus dibayar (terhutang). Dengan

ar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

1 sistem ini diharapkan pula pelaksanaan

administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari.

Penerapan sistem Self Assessment
masyarakat wajib pajak yang besar.
pendaftaran diri pada Kantor Pelayanan P

tinggal atau tempat kedudukan wajib paj

selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pq

pengenal atau identitas wajib pajak.

Dalam pemberian Nomor Pokok W

karena sebelum adanya Tax Reform ter

Pajak ganda yaitu Nomor Pokok Wajib

ini menuntut tanggung jawab dan kesadaran
Tanggung jawab tersebut dimulai dari
ajak yang wilayah keijanya meliputi tempat
pk untuk dicatat sebagai Wajib Pajak yang

pkok Wajib Pajak ( NPWP ) sebagai tanda

Vajib Pajak telah dilakukan penyempurnaan,
sebut, sering terjadi Nomor Pokok Wajib

Pajak wajib pajak dapat memperoleh lebih

dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak karena untuk tiap

wilayah Kantor Wilayah dalam menentu
Pajak adalah kewenangan dan Kantor
diadakan standarisasi Nomor Pokok Waj
satu upaya Dircktorat Pajak dalam me
kepada Wajib Pajak khususnya dalam h
Pajak adalah mengelola Nomor Pokok W

sering dikenal dengan “aplikasi Nomor P

kan format dan bentuk Nomor Pokok Wajib
Wilayah itu sendiri. Maka dari itu perlu
ib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak. Salah
mberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
al yang menyangkut Nomor Pckok Wajib
1Jib Pajak dengan dukungan kemputer, yang

okok Wajib Pajak “. Penggunaan komputer
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ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperlancar kinerja aparat pajak dalam
melaksanakan tugasnya, agar kesalahanrkesalahan yang menyangkut NPWP dapat
dihindari.

Namun dalam kenyataan di ldpangan, hasil pengamatan penulis ketika
melakukan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri masih ada saja kasus
Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan lebih dari satu kali (NPWP ganda). Hal
ini disebabkan karena tingkat pengetahugn masyarakat, khususnya tingkat pendidikan
yang belum merata sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan
kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat mengganggu ketertiban administrasi
perpajakan. Namun ada faktor lain yang mendukung terjadinya permasalahan tersebut
yang akan diuraikan lebih lanjut olgh penulis. selain itu penulis juga akan
menguraikan bagaimana penanganan masalah NPWP gpanda tersebut berdasarkan
Undang-Undang vang berlaku.

Dari berbagai uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menuliskan
laporan dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN TATA CARA
PENYELESAIAN NOMOR POKOK| WAJIB PAJAK (NPWP) GANDA DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI *

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan Program Magang
Dalam Praktek Kerja Nyata ( Magang ) yang telah dilaksanakan oleh penulis
selama satu bulan mempunyai tujuan-{ujuan yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan
tersebut antara lain :
L. Untuk membandingkan dan memadukan antara teori yang telah penulis peroleh di
bangku kuliah dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam Praktek

Kerja nyata di Kantor Pelayanan Pajak Kediri,

2

Untuk mengetahui prosedur dan fata cara pendaftaran wajib pajak untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
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Untuk memenuhi salah satu syarat Kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan
Program D-I1I Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
Dapat dijadikan bekal dalam berhubungan langsung dengan pekerjaan pada

umumnya dan bidang perpajakan padgq khususnya.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata ( Magang )

Manfaat yang telah diperoleh selama penulis melaksanakan Praktek Kerja

Nyata ( Magang ) di Kantor Pelayanan Pajak Kediri antara lain :

A.

Dapat mengamati atau melihat secara langsung semua kegiatan dalam hal tata

cara, prosedur dan proses penyelesaiap permasalahan perpajakan.

. Dapat secara langsung berdialog dengan fiscus ( dalam hal ini karyawan dan

karyawati Kantor Pelayanan Pajak K.ediri ) sehubungan dengan pelaksanaan
perpajakan schingga sedikit banyak dapat memperoleh gambaran dalam
pelaksanaan perpajakan,
Memperoleh pengalaman yang dapat dipadukan dengan teori yang teiah diperoleh
selama di bangku kuliah.
Dapat mengetahu prosedur dan tata gara pemberian NPWP di seksi Tata Usaha
Perpajakan, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Kediri.

Dapat mengetahur permasalahan-permasalahan perpajakan, khususnya kasus
NPWP ganda dan tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Kediri.
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2.1 Landasan Teori

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Pendekatan teort adalah pendeka

tan yang dilakukan dengan menggunakan

beberapa konsep yang logis dan sistematis dengan definisi proposisi penulisan

laporan tugas akhir ini.
2.1.1 Pengertian
I

Pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan Undang-Undang

( yang dapat dipaksakan ) dengan tigda mendapat timba! jasa ( kontraprestasi )

secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.
Wajib Pajak adalah orang pribadi ata
perundang-undangan perpajakan d
perpajakan, termasuk pemungut pajak
Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib

u badan yang menurut ketentuan peraturan
itentukan  untuk melakukan kewajiban
atau pemotong pajak tertentu.

Pajak yang teiah terdafiar dalam tata usaha

Direktorat Jenderal Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengysaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak ( BKP ) dan atau Jasa Kena Pajak ( JKP ) yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-Undang Pajak
Barang Mewah ( PPN dan PPNBM ).

Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak

sebagal sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
pengusaha yang memenuhi
(PKP).

syarat

Pajak adalah nomor yang diberikan kepada

sebagai Pengusaha Kena Pajak

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
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10.

It

2.1.2 Struktur, Arti, dan Fungsi Nomor

perpajakan, yang digunakan sebagai tand
Dengan diperolehnya Nomor Pokok Waji
Wajib Pajak telah terdaftar pada Direktor:

Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) mempu
fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWF

Masa pajak adalah jangka waktu yan

b lamanya sama dengan satu bulan takwim

kecuali ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
melaporkan

perundang-undangan perpajakan.

penghitungan  pembayaran

vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

pajak terutang menurut ketentuan

Surat Pembentahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan pembay
pajak atau pada suatu saat.
Surat Setoran Pajak adalah Surat )
melakukan pembayaran atau penyetor

tempat lain yang ditetapkan oleh Men;

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPV

Menurut penjelasan Pasal 2 Undj

Mengetahui identitas Wajib Pajak.

qaran pajak vang terutang dalam suatu masa

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
an pajak terutang kepada kas negara atau ke

lert Keuangan.

Pokok Wajib Paiak

VP ) adalah suatu sarana dalam administrasi
a pengenal dirt atau identitas Wajib Pajak.
b Pajak (NPWP) oleh Wajib Pajak , berarti
1t Jenderal Pajak.

ang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Nomor
inyai banyak manfaat dan fungsi. Adapun

) adalah sebagai berikut :

Guna memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya menetapkan sendiri,

menyetor, melaporkan pajak yang tery
Guna mendapatkan pelayanan dari

Perbendaharaan Negara, [jin Usaha, K

Meminta Surat Pemberitahuan ( SPT ).

Menjaga ketertiban dalam pembay;
perpajakan.

tang.
instansi-instansi tertentu, misalnya Kantor

antor Imigrasi, Bea Cukai, dan lain-lain.

aran  pajak dan pengawasan administrasi
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Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan

diharuskan mencantumkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), seperti dalam hal :

1. Pengisian formulir pajak yang digunakI‘l Wajib Pajak.

Misalnya : Surat Pemberitahuan Tah

sebagainya.

an (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan

2. Surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan.

Misalnya : Pengajuan permohonan keberatan, pengajuan restitusi, pemberitahuan

perubahan angsuran dan s

ebagainya.

3. Dalam hubungan dengan instansi tertenfu yang mewajibkan mengisi Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP).

Misalnya : Bank, Perusahaan Listrik Negara, PT. Telkom dan instansi lain yang

mengharuskan nasabah, pelanggan

. dan pihak-pthak yang berhubungan

dengannya untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam rangka penyederhanaan gdministrasi perpajakan dipandang perlu

menggunakan satu nomor identitas wajib pajak. Pengaturan tersebut telah tertuang

dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal

1998 dengan pokok pengaturan :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
pajak dalam melaksanakaan hak da
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertamb
Barang Mewah (PPn BM).

2. Setiap Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bar
Pajak (NPWP) dari Wajib Pajak yang

(V8]

(NPPKP) lama (sebelum berlakunya

Pajak No. SE-02/PJ9/1998 tanggal 4 Mei
ditetapkan sebagai identitas tunggal wajib
n kewajiban perpajakan di bidang Pajak

phan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas

PKP) diberlakukan MNomor Pengukuhan

u yaitu sama dengan Nomor Pokok Wajib

bersangkutan.

Wajib pajak yang menggunakan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

surat edaran diatas) diminta menggunakan

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) baru.
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4. Dengan ketentuan pada butir | dan b
serta prosedur administrasi perpajakan
a. Wajib Pajak yang kantor pusat d
Kena Pajak (PKP) dalam satu Kan
satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu
Wajib pajak yang kantor cabang
sebagai Pengusaha Kena Pajak (
harus digabung menjadi satu Pe
terhutang yang ditunjuk melaksai
Pajak (PKP) yaitu salah satu Pe
dengan pilihan Wajib Pajak.
Catatan khusus untuk:
1. Setiap Wajib Pajak hanya mempuny
untuk semua jenis pajak.
Untuk perusahaan perseorangan, den
pemiliknya.
Untuk badan (misalnya PT) yang baru
Pokok Wajib Pajak karena apabila
berikutnya.
Direktorat Jenderal Pajak melakul
(NPWP) untuk mensukseskan Tax Refor

utir 2 tidak mengubah hak dan kewajiban
, kecuali:

an cabangnya terdaftar sebagai Pengusaha
tor Pelanyanan Pajak harus digabung dalam
Kantor Pelayanan Pajak kantor pusat.

nya lebih dari satu cabang yang terdaftar
PKP) dalam satu Kantor Pelayanan Pajak
ngusaha Kena Pajak (PKP) tempat pajak
nakan hak dan kewajiban Pengusaha Kena

ngusaha Kena Pajak (PKP) cabang secsuai

a1 satu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

gan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama

berdiri sebaiknya tetap mempunyai Nomor

rugi dapat dikompensasikan dengan takun

kan standarisasi Nomor Pokok Wajib Pajak

m ( Reformasi Perpajakan ) dengan format

dan bentuk tertentu. Format Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah distandarisasi

tersebut terdiri dan 11 digit, yang setis

tersendiri. Susunan atau bentuk Nomor Pd

X XXX XXX, X, XXX
A B < D
Keterangan :

A : Digit awal yang lazim diberikan oleh |

* Bendaharawan dengan digit

ip keterangan digitnya mencerminkan arti
)kok Wajib Pajak adalah sebagai berikut

Dirjen Pajak kepada -
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* Wajib Pajak Badan dengan digit
* Wajib Pajak LP2P ( Laporan Paj
* Wajib Pajak Orang Pribadi deng

1s/d4
k-Pajak Pribadi ) dengan digit 5
digit 6s/d9Y

Catatan : Apabila digit yang lazimnya diberikan tersebut ternyata tidak mencukupi,

maka dapat diteruskan digit seterusnya.

B: Digit yang menunjukkan nomor urut de

pajak yang bersangkutan.

Nomor urut dengan sistem scquence

penjatahan dari Pusat Pengolahan Data
C : Digit yang berfungsi sebagai noinor pe

ngan Nomor Pokok Wajib Pajak dar wajb

number diberikan oleh komputer secara
dan Informasi Perpajakan.

ngecekan.

Cek digit adalah nomor hasil perhitungan dari karakter pertama sampai sembilan.

Adanya cek digit pada struktur Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan salah satu

upaya untuk menjaga kebenaran penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak .

Apabila dalam pengetikan melalur komputer terjadi salah ketik maka komputer

akan menolak perekaman tersebut.
D: Digit yang menunjukkan kode KPP (K

terdaftar.

antor Pelayanan Pajak) dimana wajib pajak

2.1.3 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pada dasarnya yang diwajibkan y
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap )

menurut ketentuan peraturan perundang-u

kewajiban perpajakan”. Wajib Pajak tersel
1. Setiap badan yang menjadi subyek

intuk mendaftarkan diri dan mendapatkan
Wajib Pajak yaitu : “orang atau badan yang
ndangan perpajakan ditentukan melakukan
but meliputi

pajak penghasilan, yaitu PT, CV, Firma,

5]

BUMN/BUMD, Persckutuan,

Yayasan/Lembaga dan Bentuk Usaha

Setiap Wajib Pajak orang pribad

mempunyal penghasilan netto di a

Perseroan/Perkumpulan,

Kongsi, Koperasi,
Tetap.
i/perseorangan Pajak Penghasilan yang

tas Penghasilaa Tidak Kena Pajak yang
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besarnya menurut Kep. Men. Keu. N

adalah :

a. Rp2.880.000,00 untuk dinn Wajib
b.

g

d. Rp 1.440.000,00 tambahan unty

10

o 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998

Pajak orang pribadi.

Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,

Rp 2.880.000,00 tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau

memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.

k setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya

keluarga.

paling banyak tiga orang untuk setiap

Besarnya Penghasilan Tidak Kenpa Pajak tersebut disesuaikan dengan

memperhatikan perubahan-perubahat
Tetapi ada juga Wajib Pajak yang

n di bidang pereckonomian dan moneter.
tidak diharuskan mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak vaitu :

a.

Wayjib Pajak orang pribadi yang s
lain selain penghasilan sehubunga
pemberi kerja yang telah dipotg
Undang No. 10 Tahun 1994 tentg

emata-mata tidak memperoleh penghasilan

n dengan pekerjaan atau jabatan dari satu
ng pajak berdasarkan pasal 21 Undang-

ng perubahan ztas Undang-Undang No. 7

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( PPh )

Orang pribadi yang memperoieh pg
Tidak Kena Pajak.

erighasiian netto tidak melebihi Penghasilan

Akan tetapi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila

memerlukan Nomor Pokok Wajib Pa|
akan diberikan Nomor Pokok Wajib 1
Wajib Pajak pemungut/pemotong ¢

bendaharawan, baik bendaharawan rut

ak dapat mendaftarkan diri dan kepadanya
ajak

ajak ( Wajib Pajak non subyek yaitu
In maupun bendaharawan proyzk).
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11

2.1.4 Tata Cara Pendaftaran sebagai Wajib Pajak

Dari pengamatan pada saat penuli§ melakukan magang / Praktek Kerja Nyata

di KPP Kediri, dapat penulis jelaskan bahwa tata cara pendaftaran adalah sebagai

berikut :

1. Wajib Pajak yang meminta Nomor Pokok Wajib Pajak diharuskan menghubungi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau pengusaha yang bersangkutan,

sebagaimana diatur dalam

Nomor 947/KMK. 04/1983 tanggal

Kep. Men. Keu. RI
31 Desember 1983, tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak .

2. Wajib Pajak mengisi formulir peng
Dirjen. Pajak Nomor : KEP-27/PJ/199
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaj
Pelayanan Pajak dengan Tidak Meng
yaitu :

a. KP.PDIP 4.1, untuk Wajib Pajak
b. KP. PDIP 4.2. untuk Wajib Pajak

laftaran, sebagaimara diatur dalam Kep.
5 tanggal 23 Maret 1995 tentang Tata Cara
poran Pengusaha Kena Pajak di Kantor

bunakan Komputer (Manual ) lampiran 1.2.

Perseorangan .

Badan.

¢. KP. PDIP 4.3. untuk Wajib Pajak Pemungut

3. Petugas pendaftaran Wajib Pajak :
a. Menerima Formulir Pendaftaran

ditandatangani Wajib Pajak atau

Waiib Pajak rangkap tiga yang telah

Kuasanya yang dilengkapi dengan surat

kuasa, beserta lampiran yang disyafratkan.

b. Memeriksa kelengkapan Formulir
(1) Untuk Wajib Pajak Perseorang;
-Fotokopi KTP atau SIM atau

Pendaftaran Wajib Pajak yang terdiri dari :
an Non Usahawan :

Kartu Keluarga atau Paspor

(2) Untuk Wayjib Pajak Persecorangan Usahawan :

- Fotokopi KTP atau SIM atau

Kartu Keluarga atau Paspor

- Fotokopi Surat Izin Usaha atau Keterangan Tempat Usaha
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C.

(3) Untuk Wajib Pajak Badan
- Fotokopi Akte Pendirian

12

- Fotokopi KTP salah seorang pengurus

- Fotokopi Surat Izin Usaha
instansi yang berwenang

Bila pemohon berstatus cabang

atau Surat Keterangan Tempat Usaha dan

harus dilampirkan fotokopi kartu Nomor

Pokok Wajib Pajak (KP PDIP #.20) atau Bukti Pendaftaran Wajib Pajak

(KP. PDIP 4.6) Kantor Pusatnya.

(4) Untuk Wajib Pajak sebagai Pemungut/ Pemotong

- Fotokopi Surat Penunjukan
- Fotokopi Tanda Bukti Din
Memberikan nomor formulir, kod
dan tanda (X) pada kotak yang
formulir  pendaftaran (KP
KPPDIP4.3)
Meneliti sejauh mungkin dalam 1

Pajak tersebut sudah terdaftar atau

sebagai Bendaharawan

Bendaharawan

¢ jenis usaha, kode wilayah pemerintahan
sesuai dengan kewajiban pajaknya pada
PDIP 41, KP PDIP 42 dan
ata Usaha Kantor Pelayanan Pajak, Wajib

belum.

Bila Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar, maka kepadanya tidak dapat

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak lagi, kecuali untuk Wajib Pajak berstatus

cabang diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sama dengan kantor pusatnya

tetapi kode Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda.

Bila formulir pendaftaran diterima dari Kantor Penyuluhan Pajak, supaya

diberitahukan ke Kantor Pajak yang bersangkutan.

Mencatat formulir pendaflaran Wajib Pajak ke buku Pengawasan Pendaftaran

Wajib Pajak ( KP PDIP 4.11 )
paratnya ke sebelah kin atas tg

setelah  itu  menyerahkan form

pada kolom 1 s/d 5 dan membubuhkan
mpat penandatanganan formulir terscbut,

ulir kepada Kasubsi atasannya untuk

ditandatangani. Kasubsi Pendaftaran Wajib Pajak (PWP) atau Kasubsi Surat

Pemberitahuan (SPT) mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kotak
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2.2 Landasan Normatif

berpedoman pada dasar hukum sebagg

laporan tugas akhir ini.

yang tersedia di formulir pendaftd
Pelayanan Pajak yang diterima d
(PDIP).

Setelah ditandatangani Kasubs

diserahkan kepada Wajib Pajak.

iran yang diambil dari jatah listing Kantor

ari Pusat Pengolahan Data dan Informasi

formulir pendaftaran lembar ketiga

Dalam hal formulir pendaftaran diterima

melalut pos, maka formulir pendaftaran lembar ketiga dikirimkan kepada

Wajib Pajak dengan menggunaka
kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Petugas Pendaftaran Wajib Pajak
dalam rangkap dua berdasarkan f
pemeriksaan sederhana di lapanga
kepada pejabat yang berwenang m
Mengirim KP PDIP 4.21/KP

ditandatangani oleh pejabat yang b
Menginim KP PDIP 4.1/KP PDIP
beserta lampirannya kepada petugs
Petugas pendaftaran Wajib Pajak
PDIP 4.22 ( dalam hal ini permol
ditandatangani  oleh pejabat vy
Pendaftaran Wajib Pajak ( KP PO
kesatu beserta lampirannya, kemy
8.9 dan kolom 10 buku KP PDIP 4
9B.

Pendekatan normatif dalam hal in

ang berwenang disertai

n pos tercatat bersama dengan pengiriman
KP PDIP 4.21/KP PDIP 4.22).

membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
ormulir penda.taran dan atau laporan hasil
n dan seksi PPN/PTLL dan meneruskannya
enandatangani.

PDIP 422 lembar kesatu yang sudah
erwenang kepada Wajib Pajak.

4.2/KP PDIP 4.3 lembar kesatu dan kedua
ts perckaman data Wajib Pajak.

elanjutnya menerima KP PDIP 4.20 dan KP
nonan Pengusaha Kena Pajak ) yang sudah

dengan Kartu

)IP 4.23 ) dan formulir pendaftaran lembar
idian mencatat KP PDIP 4.20 pada kolom
.11 dan KP PDIP 4.22 pada buku KP PPN

adalah pendekatan yang dilakukan dengan

1 petunjuk pelaksanaan dalam penulisan
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2.2.1 Dasar Hukum

[

Digital Repository Universitas Jember

Dasar hukum dalam penulisan laporan

14

tugas akhir ini adalah :

. Pasal 2, ayat 1 ( satu ) Undang- Undang No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan

atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Adapun uraian dari pasal iatas adalah :

Ayat 1 ( satu)

* Setiap Wajib Pajak mendaftarkan djri pada Kantor Dirien Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal af
kepadanya diberi Nomor Pokok Wajiby

au tempat kedudukan Wajib Pajak dan
Pajak ( NPWP ). «

Pasal 2, Keputusan Dirjen Pajak Nomor :KEP-27/ PJ / 1995 tanggal 23 Maret

1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata

Cara Pendaflaran Wajib Pajak dan Perjgukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Surat Edaran No.-08/ PJ.94 /1997 tentang Penycelesaian Nomor pokok wajib Pajak

Ganda.
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I1I. TAHAP PENGUMPUL

3.1 Tahap Persiapan
Ada beberapa tahap persiapan

melaksanakan magang pada kegiatan Prak
1. Menentukan tempat dan waktu magang
Tempat magang yang dipilih oleh pf
Kediri yang beralamat di Jalan Brawija
sendiri lokasi magang, karena penulig
magang yaitu 100 SKS. Penulis dapat

berdasarkan Surat Tugas Magang 1

kemudian oleh Kantor Pelayanan Pajf

mulai tanggal | September sampai der

Observasi langsung

Setelah menentukan lokasi magang, §

lokasi magang sekaligus dengan n

Nomor : 2687/125.1.2/PP. 9/2000 terse

Pelaksanaan magang

AN DAN ANALISIS DATA

vang dilakukan olch penulis sebelum
ek Kerja Nyata, antara lain :

enulis adalah di Kantor Pelayanan Pajak
va No. 6 Kediri. Penulis dapat menentukan
sudah memenuhi syarat untuk mengikuti
magang di Kantor Pelayanan Pajak Kediri
2687/J25.1.2/PP. 9/2000 yang
ik Kediri ditentukan waktu magang yaitu
gan | Oktober 2000.

Nomor

penulis melakukan observasi langsung ke
)embawa  Surat Tugas Magang dengan

bul.

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis meiakukan berbagai persiapan berupa

membuat daftar pertanyaan untuk kep

erluan wawancara yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat dalam penjulisan laporan tugas akhir ini.

3.2 Tahap Pengumpulan Data
Data-data yang penulis peroleh dan

dengan menggunakan metode sebagai berik

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data serta keter

penulis melakukan pengumpuian dat

kumpulkan dalam menyusun laporan ini

ut ;

angan-keterangan yang dibutuhkan, maka

g dengan jalan wawancara. Wawancara

dilakukan penulis dengan Bapak Ahmad Santoso scbagai petugas pendaftaran

1

>
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Wajib Pajak yang menguasai bidang

penulisan laporan tugas akhir ini yang

sudah disiapkan.

2. Observasi
Penulis dalam metode observasi untuk
secara langsung kegiatan maupun sun
penulisan laporan tugas akhir ini, dengd
khususnya di scksi Tata Usaha Perpaj
Wayjib Pajak di Kantor Pelayanan Pajj
Nyata selama | bulan.

3. Studi Pustaka

Dalam metode ini, penulis

mempelajari literatur yang memuat U
pelaksanaannya. Selain itu pengumpy
majalah serta brosur yang berhubun

misalnya : majalah berita pajak.

3.3 Tahap Pengolahan Data
Pengolahan Data menurut Winarng
Penelitian Iimiah (1989: 109) adalah -

Usaha yang konkrit untuk mg¢
besarnya jumlah dan tingginy
pelaksanaan pengumpulan
secara baik, niscaya data i
seribu bahasa.

Penulis memperolch data dari keg

dilakukan pada saat magang baik dari waws

Penulis menemukan fakta-fakta yang ada
langsung dan pada saat penulis menga

penjelasan kepada pihak-pihak yang berkai

mengumpulkan  data dari

16

atau masalah yang berhubungan dengan

berdasarkan pada daftar pertanyaan yang

mengumpulkan data, penulis mengamati

nber data yang erat hubungannya dengan

n cara terlibat secara langsung di lapangan

tkan (TUP) dengan sub seksi Pendattaran

ik Kediri melalui kegiatan Praktek Kerja

literatur, teori dan

ndang-Undang Perpajakan dan peraturan

llan data tambahan melalui artikel atau

gan penulisan laporan tugas akhir ini,

Surakhmad dalam bukunya Pengantar

bmbuat data itu berbicara,sebab betapapun

/anilai data yang terkumpul (sebagar hasil
data), apabila tidak disusun dan diolah
lu tetap merupakan data yang membisu

latan penelitian dan pengamatan yang
ncara, pengamatan maupun studi pustaka.
di Kantor Pelayznan Pajak Kediri secara
ami kesulitan. maka penulis meminta

tan dengan masalah Nomor Pokok Wajib
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Pajak ( NPWP) ganda tersebut. Selain itu
diskusi dengan para karyawan Tata Usaha

yang diperlukan.

penulis juga mencoba untuk mengadakan

Perpajakan untuk mendapatkan data-data

Hasil wawancara dan diskusi tersebut diolah sedemikian rupa menjadi satu bab

penulisan yaitu pembahasan. Sumber data
pelaksanaan perpajakan yang berlaku d
peraturan pelaksanaan lainnya, schingga

mempunyai dasar hukum yang kuat.

3.4 Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan rangkai
pembuatan laporan, sebab analisis data by
telah dirumuskan sekaligus menentukan lar
diajukan. Data-data yang diperoleh dilapan
dalam kegiatan analisis, dengan den
menycderhahakan data-data yang telah t
diinteprestasikan.

Definisi Analisis Data menurut Ma
bukunya Metode Penelitian Survei (1989:2
data ke dalam bentuk yang lebih mudah di

Berdasarkan data dan keterangan )
dilakukan analisa secara kualitatif yaitu
permasalahan yang berkaitan dengan N
diadakan pada Kantor Pelayanan Pajak

berdasarkan dari data-data yang terkumpul.

nikian

ini penulis peroleh dari beberapa petunjuk

Kantor Pelayanan Pajak Kediri, serta

akhimya dalam penulisan laporan ini

an atau bagian yang terpenting dalam
prguna untuk menguji permasalahan vang

igkah diterima atau tidaknya hipotesa yang

gan merupakan bahan-bahan yang dipakai

analisis data bertujuar  untuk

erkumpul ke dalam bentuk yang mudah

sri Singarimburn dan Sofyan Efendi dalam
65) menyatakan, ™ Proses penvederhanaan
pbaca dan diinterprestasikan”.

yang penulis peroleh, maka data tersebut

dengan melakukan pembahasan terhadap

o
o

omor Pokok Wajib Pajak ganda yan

Kediri yang menjadi materi penelitian
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Digital Repository

3.5 Tahap Kesimpulan

Tahap Kesimpulan menurut Winar
Penelitian Ilmiah (1989: 116) menyatak
dan sistematis dari keseluruhan hasil anali

Pada tahap kesimpulan ini metode vi
kesimpulan yang diambil dari data yang
Pelayanan Pajak Kediri khususnya seksi

diperoleh tersebut dapat dilihat lebih jelas

Universitas Jember

no Surakhmad dalam bukunya Pengantar
an. " Merupakan pernyataan singkat, jelas
sa dan pembahasan”.

ing digunakan adalah metode induktif yaitu
diperoleh dari Laporan Kirerja di Kantor
Tata Usaha Perpajakan. Dawa-data yang

pada bab pembahasan.
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IV. GAMBARAN UMUM LO

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Proses kelahiran Kantor Pelayanan Pa

| {ﬁ 7 WILIK PERPUSTAKAANM

KASI PROGRAM MAGANG

jak Kediri dimulai pada tahun 1942 yaitu

dengan nama Kantor Penetapan Pajak sampai tahun tahun 1947. Pada tahun 1949

namanya diganti dengan nama Kantor Inspy
diganti lagi dengan nama Kantor Insp
mengalami perubahan nama lagi menjadi
itulah yang dipakai hingga sekarang. K4
berdirinya meliputi wilayah Karesidenan |
Bojonegoro sampai pada tahun 1968. W
bernama Kantor Inspeksi Pajak Flediri,
mendirikan Kantor Pelayanan Pajak di w
1970 Karesidenan Bojonegoro juga md
wilayahnya sendiri .

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Kedir
Lokasi ini dirasakan sangat strategis, sg
dijangkau Berd
KEP-405/KMK/6/4/1975 dan Nomor KI

oleh wajib pajak.

disempurnakan secara berturut-turut tera

399/KMK.01/1982 pelaksanaan pemunguts

mempunyai wilayah kerja yang melipul

Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, s¢

dibantu oleh tiga Kantor Penyuluhan Pajak
1.

untuk wilayah kerja Kediri dan Nganjuk.

2

untuk wilayah kerja Blitar.

Kantor Penyuluhan Pajak Nganjuk yang

Kantor Penyuluhan Pajak Blitar yang 1

16

cksi Van Financian. Tahun 1950 namanya
cksi Keuangan, dan pada tahun 1984
Kantor Pelayanan Pajak. Nama terschut
intor Pelayanan Pajak Kediri pada awal
Kediri, Karesidenan Madiun, Karesidenan
laktu itu Kantor Pelayanan Pajak masih
Pada tahun 1968, Karcsidenan Madiun
ilayahnya sendiri, kemudian pada tahun
endirikan  Kantor Pelayanan Pajak  di
1 beralamat di Jalan Brawijaya 6 Kediri.
zbab terletak ditengah kota dan mudah
Nomor
EP-406/KMK/6/4/1975 yang selanjutnya

khir dengan Keputusan Menieri Nomor

asarkan  Keputusan Menteri

in pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kediri
ti Daerah Tingkat II Kediri, Nganjuk,
thingga pada operasionalnya sehari-hari
yang meliputi :

» beralamat di Jalan Darmoyo 18 Nganjuk,

beralamat di Jalan Imam Bonjol 9 Blitar,

UNIVERSITAS JEMBER
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3. Kantor Penyuluhan Pajak Tulungagung yang beralamat di Jalan Pangeran

Diponegoro 182 Tulungagung, untuk wilayah kerja Tulungagung dan Trenggalek.

4.2 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

Struktur organisasi dalam Departemen Keuangan dibuat  berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 44-45/1974 tentang organisasi dalam Departemen yang
ada di Indonesia ( kecuali Departemen Pertahanan dan Kcamanan ). Sesuai dengan
peran dan fungsinya maka Direktorat [Jenderal Pajak vang bernaung dibawah
Departemen Keuangan maka statusnya adalah pegawai negeri, dalam hal kincrja
tergantung pada sistem yang telah ditetapkan dan dalam hal ini adalah Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menter] Keuangan Nomor 267/KMK/01/1989
tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan yang
berasal dari pemungutan pajak-pajak negara secara langsung di daerah wewenangnya
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditgntukan olch Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan Perundang-undangan vang berlaku.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mjempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsyng Lainnya (PTLL) berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan untul meningkatkan kepatuhan pemenuhan
kewajiban pajak.

Adapun struktur organisasi Kantpr Pelayanan Pajak Kediri (Tipe A)
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
94/KMK..01/1994 terdiri dari :
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4.2.1 Sub bagian tata usaha meliputi
Sub bagian tata usaha mempunyai

laporan keuangan rumah tangga dan perl

diatas dan mempunyai fungsi :

1. Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawa

2. Pengurusan Keuangan

3. Pengurusan rumah tangga dan perlengk

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

1. Kasub. Bag. Tata Usaha, tugasnva :

- Mengkoordinasikan tugas pelayan
kegiatan tata usaha dan kepegaw
perlengkapannya untuk menunjang

2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegay

- Menyelenggarakan tugas pelayana
dengan cara melakukan penguru
penataan berkas, penyusunan arsip
laporan agar dapat menunjang kelai

3. Kepala Urusan Keuangan, tugasnya :

Menyelenggarakan tugas-tugas di

tugas meiakukan tata usaha kepegawaian,

engkapan untuk menyelenggarakan tugas

an

apan

an Kesekretariatan dengan cara mengatur

raian, keuangan serta rumab tangga dan

kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak
vaian, tugasnya

n di bidang tata usaha dan kepegawaian
san surat, pengetikan dan penggandaan,
, tata usaha kepegawaian dan pengiriman

hcaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

bidang keuangan dengan cara menyusun

Daftar Usulan Proyek (DUP)/Dafftar Usulan Kegiatan (DUK) dan ABT

(Anggaran Belanja Tahunan) serta

rutin dan pembangunan agar dapat
Kantor Pelayanan Pajak.

4. Kepala Urusan Rumah Tangga, tugasny
- Melaksanakan tugas pelayanan d
melakukan inventarisasi, menyu
pengadaan, penyaluran pendistribus
barang milik negara/kekayaan ned

dapat menunjang pelaksanaan tugas

pembuatan daf(ar perericanaan pembiayaan

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

-
i bidang kerumahtanggaan dengan cara

sun

rencana  kebutuhan, melaksanakan

ian dan menyusun laporan triwulan mutasi
sara dan laporan tahunan inventaris agar

kantor pelayanan pajak.
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4.2.2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas seksi imi secara umum dan [keseluruhan adalah melaksanakan urusan
penatausahaan data masukan dan keluaran, pengolahan data dan penyajian informasi
dengan cara pembentukan dan pe¢meliharaan master file, perekaman,
up dating, back up, transfer, recovery dan analisa, untuk menyelenggarakan tugas
tersebut seksi ini mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan pengolahan data
2. Penyajian informasi
3. Penggalian potensi
4. Ekstensifikasi wajib pajak
Seksi Pengolahan data dan informasi terdiri dari :
1. Kasi Pengolahan Data dan Informasi, tugasnya :

- Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan/pencairan penerimaan
pemecahan, penyortiran, pengidentifikasian, editing. transkrip, perekaman,
data perpajakan, peminjaman data, penyajian data potensial penatausahaan
data masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak
sesuai dengan ketentuan perundapg-undangan untuk menyajikan informasi

perpajakan yang diperlukan.

12

- Kasubsi Data Masukan dan Keluaran, tugasnya :
- Menyelenggarakan penatausahapn data perpajakan, response, editing
transkrip serta mengadakan petbaikan hasil rekaman data perpajakan
berdasarkan ketentuan yang bgrlaku dalam rangka penyajian informasi

perpajakan yang akurat.

(FS]

. Kasubsi Pengolahan Data dan Penyajiah Informasi, tugasnya :
- Menyelenggarakan  pengolahan| data perpajakan dengan cara merekam,
menyalin hasil rekaman ke dalam  disket atau sarana lainnya guna

menyankan mformasi perpajakan
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4. Kasubsi Penggalian Potensi Fajak dan Ekstensifikasi Wajib pajak, tugasnya :

- Penyelenggaraan, penyimpanan dan pelayanan peminjaman data wajib pajak
serta pencarian data, menyajikan [data potensial, ekstznsifikasi wajib pajak
dan penyusunan monografi pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melrr(lgkatkan penggalian potensi pajak.

4.2.3 Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)
Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi vaitu menerima dan

menerbitkan surat-surat sehubungan dengan dasar laporan dari masing-masing seksi,

melakukan urusan pendaftaran Wajib pajagk dan penyampatan Surat pemberitahuan

Tahunan serta melakukan urusan penerimgan dan pengcecekan Surat peraberitahuan

dari Wajib pajak. Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari:

1. Kast Tata Usaha Perpajakan, tugasnya :

- Mengkoordinasikan pelayanan pgrmohonan pendaftaran wajib pajak dan
atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta penghapusan NPWP (Nomor Pokok
Wajib pajak) atau pencabutan pgngukuhan pengusaha kena pajak, mutasi
wajib pajak, pengiriman dap penerimaan blangko-blangko Surat
pemberitahuan  Tahunan, perI:rbitan surat-surat  ketetapan  pajak,
penatausahaan dan  pemberkasap dokumen-dokumen perpajakan, serta
pelayanan peminjaman berkas-berkas wajib pajak dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas seita terselenggaranya tertib administrasi di
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

2. Kasubsi Pendaftaran Wajib pajak, tugasiya :

- Menyelenggarakan pendaftaran, pgmberian dan penghapusan Nomor Pokok
Wajib pajak (NPWP), pengukuhan pengusaha kena pajak, dan perubahan data
wajib pajak serta pemberian kodg seri faktur pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam rangka memberikan
pelayanan administrasi kepada |wajib pajak dan mengirimkan Surat
pembenitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada wajib pajak.
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3. Kasubsi Surat pemberitahuan Pajak (SP’]

'), tugasnya :

- Menyelenggarakan penerimaan dan penelitian kelengkapan formal Surat

pemberitahuan Tahunan Pajak Peng
pajak dalam rangka memberikan px
memperolech data dan informasi
penentuan kriteria seleksi untuk p
kegiatan Wajib pajak.
4. Kasubsi Ketetapan dan Kearsipan Wajib
-Menyelenggarakan pemberkasan dol
serta menatausahaan berkas muta
berkas-berkas perpajakan serta pet
pengirimannya dalam rangka menun

Pelayanan Pajak.

4.2.4 Seksi Pajak Penghasilan Badan (1
Seksi Pajak Penghasilan Badan memp
Mas

pembayaran masa serta melakukan verifil

pengecekan Surat pemberitahuan

Tahunan PPh Badan. Adapun fungsi dari

penatausahaan pembayaran masa Pa

penatausahaan dan pengecekan Surat pemby
Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan PJ

dan yang tidak memasukkan Surat pemberit

1. Kasi PPh Badan, tugasnya :

- Mengkoordinasikan penyusunan rg
penerimaan, penatausahaan. pengecq

(SPT) Masa dan Surat Setoran P3

material/verifikasi  kantor Surat

shasilan berdasarkan daftar jumlah Wajib

clayanan kepada Wajib pajak serta untuk
vang tepat dan lengkap sebagai dasar

enelitian/pemeriksaan pajak atau analisa

pajak, tugasnya :

kumen-dokemen Wajib pajak, pengiriman
st Wajib pajak, pelayanan peminjaman
nerbitan surat-surat ketetapan pajak dan

Jang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor

'Ph Badan)

inyai tugas melakukan penatausahaan dan
i, memantau  dan  menyusun laporan
kasi atas Surat pemberitahuan Masa dan
seksi PPh Badan adalah pemantauan dan
Badan, Penerimaan
eritahuan Masa PPh Badan, Verifikasi atas
Ph Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar

lahuan. Seksi PPh Badan terdiri dari -

ak Penghasilan

ncana kerja dan rencana pengamanan
tkan dan perekaman Surat pemberitahuan
jak (SSP) lembar ke-2 serta penelitian
pemberitahuan  Tahunan PPh Badan,

pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 badan,
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pengembalian pembayaran pajak ya
atas wajib pajak yang dikecualikan
Pokok Wajib pajak (NPWP), penf
daerah sebagai daerah terpencil, ve
masa dan tahunan, wajib pajak tida
surat

pemberitahuan  takunan p

penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa

- Menyusun rencana kerja, memant;
badan denpan cara menerima, men
masa PPh badan dan surat setoran p
besar, Pajak Masukan Dalam N
dikecualikan (cksemsi), perckaman
pelaksanaan NPCS (New Payment
untuk mengetahui efektifitas kepatu
surat pembentahuan  masa PPh p;
pajak yang akan diterbitkan Sur

ketetapan permohonan pembebasan;

25

ng seharusnya tidak terutang, pengawasan
, wajib pajak besar, penghapusan Nomor
bhapusan piutang pajak, penentuan suatu
rifikasi lapangan atas surat pemberitahuan
k terdaftar dan yang tidak menyampaikan
embuatan laporan dan mengamankan
PPh Badan, tugasnya -

au pelaporan dan pembayaran masa PPh
becek, penatausahaan surat pemberitahuan
ajak lembar ke-2, pengawasan wajib pajak
eeent (PMDN)  dan wajib pajak yang
surat pemberitzehuan masa dalam rangka
Control System/sistem pengolahan data),
han pembayaran masa PPh badan, meneliti
psal 25 badan dan membuat daftar wajib
at Tagihan Pajak (STP) penerbitan surat

pengurangan angsuran PPh pasal 25 badan

dan pembcbasan pemotongan/pempungutan PPh pasal 22 dan pasal 23,

pemberian legalisasi Surat Ketera
mengamankan penerimaan pajak pef

3. Kasubsi Verifikasi PPh Badan dan Pemg
- Menyiapkan rencana dan pelaksanag
vang tidak memenuhi setoran masa
menyampaikan  surat  pemberitahy
terpeﬁcil, dan melakukan penelitian

surat pemberitahuan tahunan PPh
sesuai dengan kriteria yang ditentu

pembayaran pajak yang scharusn;

ngan Bebas (SKB) PPh 22 impor, serta

nghasilan badan.

stongan/Pemungutan, tugasnya :

in verifikasi lapangan terhadap wajib pajak
PPh pasal 25 Badan, tidak terdaftar/tidak

jan  tahunan badan, penentvar dacrah
material (verifikasi kantor/lapangan) atas
badan (lebih bayar/kurang bayar/nihil)

kan, permohonan pengembalian kelebihan

ya tidak terutang, penghapusan piutang,
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penghapusan NPWP serta pembuatal
Tagihan Pajak) dan Ketetapan [

pengamanan penerimaan PPh Badan

26

n lembar dan nota perhitungan STP (Surat

'Ph Badan sesuai dengan Perpu guna

4.2.5 Seksi Pemotongan dan Pemungutan (Pot-Put) PPh

Seksi ini mempunyai tugas mengko
rencana pengawasan penerimaan, penatay

pemberitahuan masa dan SSP lembar ke-

ordinasitkan penyusunan rencana kerja dan
sahaan, pengecckan dan.perekaman surat

2 tahunan PPh pasal 21 dan mempunyai

fungsi pemantauvan dan penatausahaan pembayaran masa dan pengecekan surat

pemberitahuan masa atas pemotongan dan

pemungutan pajak penghasilan, verifikasi

atas surat pemberitahuan masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan pajak

penghasilan, wajib pajak vang tidak terg
pemberitahuan,
Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh te
1. Kasi Pemotongan dan Pemungutan PPh,
- Mengkoordinasikan penyusunan
pencrimaan,  penatausahaan,
Pemberitahuan (SP'1') masa dan S
penelitian surat pemberitahuan
Keterangan Bebas (SKB) PPh pas

pajak yang dikecualikan, wajib pg

lafiar dan yang tidak memasukkan surat

rdin dan
tugasnya :
rencana kerja dan rencana pengamanan
pengecekan  dan

perekaman  Surat

urat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-2 serta

tahunan PPh pasal 21, penerbitan Surat

al 22 dan pasal 23, pengawasan atas wajib

jjak besar dan bendaharawan, pengkreditan

fiskal luar negeri terhadap PPh pasal 21, penghapusan NPWP, penghapusan

piutang pajak, pemusatan penyeta

ran dan pelaporan PPh pasal 21, penentuan

wajib pajak non efektif, penelaghan dan penyusunan laporan efektifitas

pembayaran masa, wajib pajak
menyampaikan surat pemberitd

mengamankan penerimaan pemot

t yang tidak terdaflar dan yang tidak
thuan tahunan pembuatan laporan dan

ongan/ pemungutan pajak penghasilan.
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tugasnya adalah :

Menyusun rencana  kerja, mema
penyetoran dan pelaporan PPh pasal
mengecek, menatausahakan dan men
pemotongan/pemungutan  dan
pengawasan wajib pajak besar PPh
eksemsi, perckaman surat pemberit
NPCS, untuk mengetahui efektifita
meneliti surat pemberitahuan masa |

yang akan dibuatkan STP, serta men;

Surat

27

Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh,

antau  atas  pemotongan, pemungutan,
21,2223 atau 26 dengan cara menerima,
yalurkan surat pemberitahuan masa, bukti
Sctoran Pajak (SSP) lembar ke-2,
pasal 21, bendaharawan dan wajib pajak
ahuan masa dalam rangka pelaksanaan
s dan kepatuhan pembayaran masa dan
'Ph pasal 21, membuat daftar wajib pajak

ramankan penerimaan Pajak Penghasilan

3. Kasubsi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, tugasnya:

- Menyiapkan rencana dan pelaksanaa
vang tidak memenuhi setoran ma
menyampaikan surat pemberitahus
penyetoran dan pelaporan PPh pasal
penelitian material atas surat pember

kurang bayar, nihil) sesuai dengan k

n verifikasi lapangan terhadap wajib pajak
s5a PPh pasal 21, tidak terdaftar, tidak
an tahunan PPh pasal 2i, pemusatan
21, wapib pajak non efektif dan melakukan
tahuan tahunan PPh pasal 21 (lebih bayar,

riteria yang telah ditentukan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang scharusnya tidak terutang,

penghapusan piutang pajak, penghap
serta pembuatan lembar dan nota per
PPh pasal 21,23 atau 26 sesuai den

pengamanan penerimaan pemotongal

4.2.6 Seksi Pajak Penghasilan Orang Prij
Seksi PPh OP tugasnya mengkoor

usan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
hitungan surat tagihan pajak dan ketetapan
gan peraturan perundang-undangan guna

n/pemungutan pajak penghasilan.

badi

dinasikan penyusunan rencana kerja dan

rencana pengamanan pencrimaan, memantau pelaporan dan pembayaran masa dengan

cara menerima, mengecek menatausahak

lembar ke-2 serta pelaksanaan verifikasi lag

an surat pemberitahuan masa dan SSP

angan terhadap wajib pajak perseorangan.
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Untuk menyelenggarakan tugas di atas,

pemantauan dan penatausahaan pembayarg

penerimaan, penatausahaan  dan  penged
perseorangan, penjelasan dan penvusunan |
penghasilan perscorangan, pengurusan fis
orang pribadi terdirt dar :
1. Kasi Pajak Penghasilan Perseorangan
- Mengkoordinasikan, penyusunan 1
penerimaan, penatausahaan, pengecd
setoran pajak lembar ke-2, pengawas
keputusan pengurangan/pembebasat
penerbitan Surat Keterangan Beb

pengembalian kelebihan pembayara

s (SKB) PPh pasal 21, 22 dan

h pajak penghasilan atas bunga deposito.

scksi ini mempunyai fungsi adalah
an masa pajak penghasilan perseorangan,
ckan surat pemberitahuan masa PPh
aporan clektifitas pembayaran masa pajak

kal luar negeri. Seksi pajak penghasilan

encana kerja dan rencana pengamanan
kan dan perekaman SPT masa serta surat
an atas wajib pajak besar, penerbitan surat
23,
23,

1 pembayaran angsuran PPh pasal

permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,

verifikasi penghasilan dalam rang]
Keterangan Fiskal Luar Negeri (
kantor) surat pemberitahuan tah
verifikasi lapangan terhadap surat
pajak vang tidak terdaftar, tidak
P

penghapusan Nomor Pokok Wajib

memenuhi  pembayaran masa,
mengamankan penerimaan pajak pen

2. Kasubsi Pengawasan Pembavaran )
tugasnya:

- Menyusun rencana kerja, memantau
cara menerima, mengecek, menatal

SSP lembar ke-2, perekaman su
pelaksanaan NPCS, meneliti surat pg

dan membuat daftar wajib pajak ya

ka pewarganegaraan, pengolahan Surat
SKFLN), penelittan material (venfikasi

hnan  pajak penghasilan perseorangan,

pemberitahuan masa dan tahunan wajib

memasukkan surat pemberitahuan, tidak

rmohonan penundaan penyusutan dan
Pajak (NPWP), pembuatan laporan dan

ghasilan perseorangan.

Mlasa Pajak Penghasilan Perseorangan,

pelaporan dan pembayaran masa dengan

isahakan surat pemberitahuan masa dan

at pemberitahuan masa dalam rangka

emberitahuan masa pasal 25 Perseorangan

ng akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak
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(STP), pengawasan wajib pajak |
kepatuhan pembayaran masa, pe
pembebasan PPh pasal 25 Perscora

pajak penghasilan perseorangan, p¢

PPh pasal 21,22, dan 23, pemberian
mengamankan penerimaan pajak pen

3. Kasubsi Verifikasi Pajak Penghasilan Pe
- Menyiapkan rencana dan pelaksanaa
PPh perseorangan yang tidak meme;
terdaftar atau tidak memasukkal
perseorangan, permohonan pengemb
tidak terutang, pengeluaran Surat K
verifikasi penghasilan dalam .angka
penghapusan Nomor Pokok Wajib
material (verifikasi kantor/lapangal
penghasilan perseorangan sesuai
pembuatan lembar dan nota perhitu

usaha seksi pajak penghasilan perse

4.2.7 Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PP
(PTLL)
Seksi PPN dan PTLL mempunyai {
kerja, rencana pengamanan penerimaan
permohonan surat penangguhan PPN ¢

pemecahan masalah PPN dan PTLL. Unty

L

n

b

i
angan.

besar untuk mengetahui  efektifitas dan
herbitan  surat  keputusan  pengurangan/
ngan dan Surat Keterangan Bebas (SKB)

tmbebasan pemotongan dan pemungutan

legalisasi SKP PPh pasal 22 Impor serta
ghasilan.

seorangan

n verifikasi lapangan terhadap wajib pajak

nuhi setoran masa, wajib pajak yang tidak

surat pemberitahuan tahunan PPh

jalian pembayaran pajak yang seharusnya

eterangan Fiskal Luar Negen (SKFLN),

pewarganegaraan, wajib pajak non efektif,

Pajak (NPWP) dan melakukan penelitian

n) surat pemberitahuan tahunan pajak
dengan kriteria yang ditemukan serta

an surat ketetapan pajak untuk tugas tata

N) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

ugas menyusun dan menyiapkan rencana
PPN dan PTLL, pelayanan restitusi,
lan PPn BM ditanggung pemerintah,

k menyelenggarakan tugas tersebut seksi

ini mempunyai fungsi yaitu pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN,

PPn BM dan PTLL, konfirmasi faktur pajak.
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Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak ]

1. Kasi PPN dan PTLL

pengecckan dan penatausahaan

penatausahaan STP, surat tegurat

PPN/PPnBM, pelayanan rest

pembayaran PPN/PPn BM ditang

dan PTLL, penatausahaan lapora

dan pengirimannya, penatausah

penggunaan mesin teraan mats
berdasarkan Perpu yang berlaku.
2. Kasubsi PPN Industri, tugasnya :

- Menyiapkan rencana kerja, rencar
industri, penatausahaan dan penge

BM industri dan penatausahaan
verifikasi kantor atas surat pemb
restitusi, permohonan surat penang

penatausahaan laporan bulanan

pemecahan masalah PPN/PPnBM

penatausahaan berkas dan surat-g
berdasarkan Peraturan Pemerintah y

3. Kasubsi PPN Perdagangan, tugasnya :
- Menyiapkan rencana kerja, rencar
perdagangan, penatausahaan dan
perdagangan dan penatausahaan

verifikasi kantor atas surat pemb

restitusi, permohonan surat

B

perdagangan, penatausahaan lag

Menyusun rencana kerja, rencan)

poran  bulanan para pemungut

30

[idak Langsung Lainnya terdiri dari:

a pengamana pencrimaan PPN dan PTLL,
surat pemberitahuan masa PPN/PPn BM,
1, verifikasi atas surat pemberitahuan masa
tusi,

permohonan  surat

penangguhan
gung pemerintah, pemecahan masalah PPN
h bulanan pemungut pajak, pembuatan data
aan berkas dan surat-surat lainnya, ijin

tral, pembuatan laporan-laporan bulanan

)a pengamanan penerimaan PPN/PPn BM
cekan surat pemberitahvan masa PPN/PPn
SSP, penerbitan konsep surat tegoran,
entahuan masa PPN/PPn BM, pelayanan
guhan pembayaran PPN/PPn BM Industri,
para pemungut pajak, pembuatan data,

industri, konfirmasi faktur pajak,

urat lainnya, pembuatan laporan bulanan

ang berlaku.

a pengamanan pencrimaan PPN/PPn BM
pengecekan SPT asa PPN/PPn BM
SSP, penerbitan konsep surat teguran,

critahuan masa PPN/PPn BM, pelayanan
enangguhan  pembayaran  PPN/PPnBM

pajak,

pembuatan data, pemecahan masalgh PPN/PPr BM Perdagangan, konfirmasi
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faktur pajak, penatausahaan berkps dan surat-surat lainnya, pembuatan
laporan bulanan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
4. Kasubsi PPN Jasa dan PTLL, tugasnya
- Menyiapkan rencana kerja, rencand pengamanan penerimaan PPN jasa dan
PTLL, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa PPN Jasa
dan PTLL dan penatausahaan SSP, fenerbitan konsep surat teguran, verifikasi
kantor atas surat pemberitahuan fnasa PPN Jasa dan PTLL, pelayanan
restitusi, permohonan surat penangguhan pembayaran PPN Jasa dan PTLL,
penatausahaan laporan bulanan para pemungut pajak, pembuatan data.
pemecahan masalah PPN Jasa dan PTLL, konfirmasi faktur pajak,
penatausahaan berkas dan surat-surat lainnya, pembuatan laporan bulanan
berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Kasubsi Verifikasi PPN dan PTLL, tugasnva :
- Menyiapkan rencana, melakukan vdrifikasi lapangan dan membuat laporan
pelaksanaan verifikasi lapangan atag SPT masa PPN/PPnBM yang menurut
ketentuan harus dilakukan verifikasi, PKP vang tidak terdaftar dan tidak

memasukkan Surat Pemberitahuan (§PT) Masa.

4.2.8 Seksi Penagihan
Seksi penagihan mempunyai tugas mengkoordinasikan piutang pajak dan
tunggakan pajak serta pelaksanaan angsuran atau penundaan pembayaran piutang
pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersgbut, seksi penagihan mempunyai fungsi
yaitu penatausahaan piutang, penyiapan Syrat Teguran dan pengurusan penagihan
paksa dan surat perintah melakukan peyitaan dan urusan lelang, membuat nota

perhitungan surat tagihan pajak bunga penagihan.
Seksi penagthan terdiri dari
1. Kasi Penagihan, tugasnya :
- Mengkoordinasikan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan, pembuatan

nota perhitungan Surat Tagihan Pajdk (STP) bunga penagihan, pelaksanaan
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Jigital Repository

angsuran/penundaan pembayaran ut
serta menyiapkan laporan d’bidang

berlaku guna tertib administrasi pent

2. Kasubsi Tata Usaha Piutang Pajak, tugas

pembayaran hutang pajak dan me
serta daftar pencairan tunggakan j
ketentuan yang berlaku agar ad

secara aktual.

3. Kasubsi Penagihan, tugasnya :

- Menyiapkan penerbitan surat-surat
penyitaan, mengusulkan pelaksanaj
penelitian setempat atas piutang paj

mengawasi pemenuhan pembayarg

pembayaran sesuai dengan ketentgan

penerimaan pajak.

4.2.9 Seksi Penerimaan dan Keberatan

Tugas dari seksi Penerimaan da
pelaksanaan penatausahaan penerimaan |
pembuatan register pemindahbukuan res
Setoran Pajak (SSP), Surat Perhitungan
laporan di bidang tugasnya. Seksi ini mem
surat setoran pajak, penatausahaan pg

penyelesaian keberatan pajak dan penyeles

[

Jniversitas Jempoper

‘l‘r’ ‘-‘
CAL

ang pajak dan penghapusan piutang pajak
penagihan sesuai dengan ketentuan yang
rgihan pajak pada kantor pelayanan pajak.

nya:

Menyelenggarakan tata usaha piutang pajak, melayani angsuran/penundaan

hyiapkan konsep laporan tunggakan pajak
pajak 100 wajib pajak besar sesuai dengan

ministrasi piutang pajak dapat diketahui

)enagihan pajak, surat perintah melakukan
an lelang harta wajib pajak, melakukan
ak yang tidak mungkin ditagih lagi serta
n atas keputusan angsuran/penundaan

yang berlaku untuk meningkatkan

1 Keberatan adalah mengkoordinasikan
restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak,
stitusi, meneliti dan menyiapkan Surat
Pajak (SPP) dan menyiapkan surat dan
punyai fungsi rekonsiliasi dan pengolahan
ncrimaan pajak, pengurusan restitusi,

aian perselisihan perpajakan.
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Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri ata
1. Kasi Penerimaan dan Keberatan, tugasny
- Mengkoordinasikan pelaksanaan
rekonsiliasi pembayaran pajak, py
perpajakan serta menylapkan lapq
penerimaan dan keberatan sesuai dg
administrasi penerimaan dan memb
besarnya pajak yang terutang,
2. Kasubsi Tata Usaha Penerimaan Pajak d
- Melaksanakan penatausahaan pd
pemindahbukuan pembukuan restitu
mempersiapkan  surat  keputusan
menyiapkan konsep surat dan lap|
ketentuan yang berlaku agar pelaksa
3. Kasubsi Rekonsiliasi, tugasnya :
- Menatausahakan wurusan rekonsil
menyerahkan Surat Setoran Pajak (§
menyiapkan surat dan laporan di b
yang berlaku untuk mengetahui p
kantor pelayanan pajak yang bersang
4. Kasubsi Keberatan Pajak Penghasilan, ty
- Menyiapkan konsep risalah, ko
keberatan, konsep uraian banding

pajak penghasilan perseorangan, {

33

S
a:
penatausahaan  penerimaan,  restitusi,
enyelesaian keberatan dan perselisihan
ran kantor pelayanan pajak di bidang
ingan ketentuan yang berlaku guna tertib

erikan kzpastian hukum bagi wajib pajak

an Restitusi, tugasnya :

nerimaan pajak, pembuatan register
51, penyusunan laporan penerimaan pajak,
pengembalian kelebihan pajak serta
pran di bidang tugasnya sesuai dengan
haan tugas dapat berjalan dengzn lancar.

asi dan
bSP), Surat Perhitungan Pajak (SPP) serta

ldang tugasnya, sesuai dengan ketentuan

pencrimaan pajak, meneliti

enerimaan pajak yang sebenarnya pada
tkutan,

jgasnya :

nsep uraian pemandangan penyelesaian
z dan peninjauan kembali atas ketetapan

padan dan pemotongan/pemungutan pajak

penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk memberikan kepastian huk

yang terutang.

um bagi wajib pajak atas besarnya pajak
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5. Kasubsi Keberatan PPN dan PTLL, tug
- Menyiapkan penyelesaian keberatd
kembali atas ketetapan pajak PPN
undangan yang berlaku untuk menj

atas besarnya pajak yang terutang.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama
Dalam penelitian ini penulis hany
Perpajakan ( TUP ). Hal ini discbabkan
dalam pembuatan laporan ini berhubu
permasalahan Nomor Pokok Wajib
penyelesaiannya di kantor pelayanan paja
Pendaftaran Wajib pajak, sub secksi Surg

dan Kearsipan ( TAPSIP )Adapun uraian

1. Kasi Tata Usaha Perpajakan, tugasnya :

Mengkoordinasikan pelayanan perm
Pengusaha Kena Pajak ( PKP ). Ser
( NPWP ) atau pencabutan pengukuh
penerimaan  data, blangko-blangko
surat-surat ketetapan pajak, penataus
perpajakan, scrta pelayanan peminjan
menunjang  kelancaran  pelaksanaai
administrasi di lingkungan kantor pel
2. Subsi Pendaftaran Wajib pajak, tugasy
- mempersiapkan dan memberikar
- menerima formulir pendaftaran o
- meneliti kebenaran dan kelengka
- memberikan Surat Setoran Pajak|

- mencatat di buka register pendaf

34

asnya :
wn, konsep uraian banding dan peninjauan
PPnBM berdasarkan peraturan perundang-

berikan kepastian hukum bagi wajib pajak

n berhubungan dengan seksi Tata Usaha
karena masalah yang diambil oleh penulis
ngan dengon seksi TUP yaitu mengenai

Pajak (NPWP) ganda dan tata cara
ik Kediri. Seksi TUP terdidri dari sub seksi
t pemberitahuan, dan Subscksi Ketetapan

tugas scksi TUP adalah sebagai berikut :

ohonan pendaftaran wajib pajak dan atau
a penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
an PRP, mutasi wajib pajak, pengiriman dan
surat pemberitahuan tahunan, penerbitan
phaan dan pemberkasan dokumen-dokumen
han berkas-berkas wajib pajak dalam rangka
1 tugas serta terselenggarakannya teriib
ayanan pajak yang bersangkutan.
lya

formulir pendaftaran wajib pajak
vajib pajak dari wajib pajak

pan formulir pendaftaran wajib pajak

( SSP)
taran wajib pajak
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3. Subsi Surat Pemberitahuan, tugasnvya :
=) S

menerima surat pemberitahuan w3
meneliti kelengkapan surat pembe
memberikan tanda terima surat pe
- mencatat di buku register pengawi
4. Subsi Tapsip, tugasnya :
- menatausahakan berkas
menyimpan dokumen-dokumen w
menerima berkas wajib pajak pind
mengirim berkas wajib pajak pind|
meminjamkam berkas ke seksi/un

menerbitkan Surat Tagihan Pajak

4.4 Permasalahan
Dalam penulisan laporan ini, permasala
Mengapa masith ada saja kasus Non
walaupan sudah digunakan sistem ko
Wajib Pajak (NPWP), apakah faktor-fa
Bagaimana tata cara penyelesaian No

menurut ketentuan perpajakan yang ber

4.5 Pembahasan

4.5.1 One Day Service
Sebagaimana diketahui salah satu |

Undang Perpajakan Tahua 1994 adalah p

35

mempersiapkan Surat pemberitahyian wajib pajak

jib pajak

ritahuan

nberitahuan

1san surat pemberitahuan

anb pajak

ahan

ah ke lain kantor pelayanan pajak

t lain ( Karikpa, Kanwil, dan sebagainya )

STP ) dan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ).

han yang diambil oleh penulis adalah

jor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda,
nputer dalam pengelolaan Nomor Pokok
ktor penyebabnya ?

mor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda

laku ?

rinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-

emungutan pajak merupakan perwujudan

peran serta masyarakat dalam rangka pembjayaan rutin pemerintah dan pembangunan

secara gotong royong, serta sistem self|

menunjukkan bahwa pembayaran pajak

assessmem! yang dianut sekarang ini,

tergantung .pada kesadaran wajib pajak.
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Kesadaran masyarakat membayar pajak s
ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhar
diberikan kepastian hukum yang memadai §

Peningkatan kesadaran sebagian
diimbangi dengan peningkatan pelayang

pelayanan kepada wajib pajak khususnya

(NPWP), maka pemerintah melakukan pg

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kalau pada masa-masa  awal
PP No.35 Tahun 1983 tentang pendaftaran
Pajak (NPWP) baru dapat diperoleh sel
tanggal penerimaan formulir pendafiaran, 1
Kep-34/P).2/1989

SE-02/PJ.2/1989 tangpal 9 Juni 1989 dar

dalam

1989, wajib pajak yang telah mengisi d
dengan lengkap dan benar akan mempero
paling lambat 1 (satu) hari atau 1 x 24 ja
pendafitaran tersebut.

Sistem pelayanan semacam ini atau

"

Day Service”. Dengan berlakunya Sistd
membuktikan bahwa administrasi perpaj;
administrasi sederhana dan efisien sehing

wajib pajak.

]
ta

36

scara jujur dan bertanggung jawab perlu
n dan pendidikan secara dini disamping
ragi wajib pajak dan aparatur pajak.

vajib pajak dan membayar pajak perlu
in. Sebagai wuiud upaya peningkatan
menyangkut Nomor Pokok Wajib Pajak
snyederhanaan atas prosedur pengurusan
reformasi  perpajakan, vyaitu dengan
wajib pajak, kartu Nomor Pokok Wajib
ambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

aka sejak tahun 1989, sebagaimana diatur
geal 10 Juli 1989,
SE-15/P).9/1989 tanggal 12 September
an mengembalikan formulir pendaftaran
ch kartu NPWP-nya hanya dalam waktu

m setelah tanggal pengembalian formulir

yang lebih populer dengan sebutan “Orie
m One Day Service ini, sudah dapat
nkan yang berlaku sekarang ini adalah

ga dapat mengurangi biaya pemungutan

4.5.2 Standarisasi Nomor Pokok Wajib pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW
adanya Tax Reform. Dimana saat itu, Nom

hanya kepada orang yang dikenakan paj3

P) sebetulnya sudah diterapkan scbelum
or Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberikan

ik dan menerima Surat Ketetapan Pajak

(SKP) saja. Hal ini perlu diperbahzrui dan digalakkan serta diinformasikan kepada
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masyarakat. Tetapi sekarang setiap orar.g

37

dan badan yang memenuhi syarat-syarat

untuk dikenai pajak wajib mendaftarkan din dan wajib mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), walaupun kantor {
tidak diberikan Surat Ketctapan Pajak, ja
pajak sendin, yaitu wajib pajak harus ber
kantor pelayanan pajak setempat.,

Selain itu pembaharuan juga dilaks
Wajib Pajak (NPWP) yvang standart atau
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. |
(NPWP) merupakan penyederhanaan Nom
(NPWP), dimana seluruh kantor pelayanan
bentuk nomor pokok wajib pajak yang sa
diberikan kepada satu wajib pajak untuk saf

Sebelum adanya standarisasi Nom¢
pajak dimungkinkan untuk memperoleh N
dari satu yaitu sebanyak jumlah jenis kew
mempunyal kegiatan perdagangan yang |
kegiatannya, dapat memperoleh iebih dari
satu Kantor Wilayah (Kanwil). Hal ini
menentukan format dan bentuk Nomof
kewenangan dari Kanwil itu sendiri. Sela
Kanwil dalam melakukan pengawasan be
antar Kanwil terhadap suatu wajib paja
terhadap Kanwil yang lain. Untuk wajib paj
konfirmasi data. Apalagi bila melakukan 1
yang terhutang pajak di luar wilayah sy
standarisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NF

Dengan adanya standarisasi ini, dim

Wajib Pajak (NPWP) ganda maka Direktor

pclayanan pajak belum memberikan atau
i disini inisiatif datang dari pihak wajib

puat akuf dengan mendaftarkan diri pada

inakan dalam hal membuat Nomor Pokok

lcbih dikenal dengan istilah “Standarisasi

Ptandarisasi Nomor Pokok Wajib Pajak

or pecmberian Nomor Pokok Wajib Pajak
pajak di Indonesia mempunyai format dan
ma . Selain itu nomor pokok wajib pajak
'u nomor pokok wajib pajak.
pr Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini Wajib
fomor Pokok Wajib Pajuk (NPWP) lebih
ajiban pajaknya. Untuk wajib pajak yang
resar, serta beberapa wajib pajak karena
! (satu) nomor pokok wajib pajak untuk
lerjadi karena untuk tiap Kanwil dalam
Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah
n itu hampir tidak ada komunikasi antar
rsama atau saling memberikan informasi
k. Administrasi perpajakan satu Kanwil
ak yang sama sangat sulit untuk dilakukan
monitoring terhadap kegiatan wajib pajak
atu Kanwil, karena itulah perlu adanya
WP).
aksudkan agar tidak terjadi Nomor Pokok

at Jenderal Pajak mengelola Nomor Pokok
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Wajib Pajak (NPWP) dengan dukungan
“Aplikasi Nomor Pokok Wajib pajak (NPW
pajak (NPWP) imi dimulai dengan penjatah
Pengelolaan Data dan Informasi (PDI Py
Pelayanan Pajak, serta pereckaman data
informasi yang berhubungan dengan Nomol
Selain setiap orang dan badan yang
Pokok Wajib pajak (NPWP) sekarang j
(NPWP) yang sudah pernah diberikan
walaupun yang bersangkutan pindah don
Pelayanan Pajaknya. Untuk Wajib pajak |
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) yang

38

komputer vang sering disebut dengan

VP)”. Komputerisasi Nomor Pokok Wajib

an nomor dari komputer yang ada di Pusat

sat), pendaftaran Wajib pajak di Kantor

di komputer dan kegiatan pengeluaran

r Pokok Wajib pajak (NPWP),

memenuhi syarat, dapat diberikan Nomor
1ga berlaku Nomor Pokok Wajib pajak
kepada Wajib pajak akan tetap dipakai
nsili, yang berubah adalah kode Kantor
yang berstatus cabang akan mendapatkan

sama dengan kantor pusatnya dan yang

berbeda hanya pada Kantor Pelayanan Pajaknya. Pada dasarnya keunikan Nomor

Pokok Wajib pajak (NPWP) terletak pa¢
struktur Nomor Pokok Wajib paiak (NPW
Nomor Pokok Wajib pajak ( NPWP ). Hal
tempat domisilinya dalam Kantor Pelayang
pajak tersebut akan mendapat Nomor Pokg
ini Direktorat Jenderal Pajak memberikay
dengan tujuan untuk menghindari Nomor P

Sekarang ini Direktorat Jenderal P
instansi-instansi lain dalam rangka unty
akhirnya adalah untuk meningkatkan
dilakukan antara Kantor Pelayanan Pajak d
Kepolisian, Departemen Perdagangan, Per
sebagainya mewajibkan masyarakat yang b

mencantumkan Nomor Pokok Wayjib pajak

la Nomor Register yaitu nomor di luar
'P). Nomor Register ini berbeda tiap-tiap
ni terjadi karena Wajib pajak cabang yang
n Pajak yang sama, maka terhadap Waiib
k Wajib pajak (NPWP) yang sama, untuk
n Nomor Register. Hal ini dimaksudkan
okok Wajib pajak ( NPWP ) ganda lagi.

ajak telah mengadakan kerjasama dengan
k menjaring Wajib pajak yang tujuan
penerimaan pajak. Kerjasama tersebut
engan instansi-instansi pemerintah seperti
usahaan Listrik Negara, PT. Telkom dan

erhubungan dengan instansi tersebut harus

(NPWP) pada dokumennya.
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4.5.3 Pengelompokan Nomor Wajib Pajak Ganda

Walaupun sejak tahun 1994 diadak;
(NPWP) dimana satu Wajib pajak hanya ¢
(NPWP), namun masih juga terjadi kasus |
dalam satu Kantor Pelayanan Pajak, dalg
(NPWP) dipakai lebih dan satu Wajib pajal
satu Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) y4

Menurut SE-08/PJ.94/1997 tanggal
Pokok Wajib pajak (NPWP) ga
menjadi :
1. Satu Nomor Pokok Wajib pajak (NPW!

nama Wajib pajak pada satu Kantor

berbeda, misalnya :

nda

an standarisasi Nomor Pokok Wajib pajak
liberikan satu Nomor Pokok Wajib pajak
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) ganda
am arti satu Nomor Pokok Wajib pajak
K atau satu Wajib pajak memiliki lebih dari
ng berbeda.

3 September 1997, secara winum Nomor
terschut

dapat  dikelompokkan

) terdaftar lebih dari satu kal: untuk satu

Pelayanan Pajak dengan nomer register

Nomor Nama Nomor Register

a. 1.000.253.3-201 PT. Modern Reg. 000163052
1.000.253.3-201 PT. Moderh Reg. 001718201

b. 4.019.105.8-622 PT. Suka Maju Reg. 258477196
4.019.105.8-622 PT. Suka Nlaju Reg. 478569211

2. Satu Nomor Pokok Wajib pajak (NPW
nama Wajib pajak pada lebih dari sat

P) terdaftar lebih dan satu kali untuk satu

lu Kantor Pelayanan Pajak dengan status

perusahaan seimbang (Pusat / Tunggal),(misalnya :
Nomor Nama Status
a. 1.102.043.5-212 PT. Samudera Tunggal
1.102.043.5-213 PT. Samudera Pusat
b. 4.208.275.5-023 Amir Tunggal
4.208.275.5-024 Amir Tunggal
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) untuk lebih dari satu nama Wajib pajak

terdaftar pada satu Kantor Pelayanan Pajak , misalnya :

Nomor Nama Status
a. 1.112.395.5-606 CV. Anugerah Tunggal
1.112.395.5-606 CV. Bangun Cipta Tunggal

b. 6.151.351.1-801 Yoga Tunggal
6.151.351.1-801 Arivanto Tunggal

4. Satu Nomor Pokok Wajib pajak (NPWH

terdaftar pada lebih dari satu Kantor Pel

’) untuk lebih dari satu nama Wajib pajak

pyanan Pajak, misalnya :

Nomor Namp Status

a. 1.134.155.9-722 CV. Indgh Jaya Tunggal
1.134.155.9-214 CV. Utama Tunggal

b. 6.000.408.2-111 Dewi Tunggal
6.000.408.2-425 Dyah Tunggal

Dari kemungkinan-kemungkinan 1

ersebut di atas, berdasarkan laporan hasil

verifikasi lapangan selama tahun 1998 dan 1999 di Kantor Pelayanan Pajak Kediri

terdapat kasus Nomor Pokok Wajib pajak (

NPWP) ganda seperti dalam tabel berikut:

. Wajib pajak Tlerdaftar NPWP Ganda
Jenis Pajak
1998 1999 1998 | 1999
PPh Orang Pribadi 14.404 14.865 16 11
PPh Badan 3.538 3.835 6 5
Jumlah 17942 | {8700 | 22 i6
I
Sumber data : Seksi TUP KPP Kediri 2000

4.5.4 Penyebab Terjadinya Nomor Pokok Wajib pajak Ganda

Berdasarkan laporan verifikasi lap

khususnya di sub seksi Pendaftaran Wajib

angan dari seksi Tata Usaha Perpajakan
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kediri,
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a disebabkan oleh berbagai hal, baik dari

ga
Wajib pajak itu sendiri maupun dari apiatur pajak, yang dapat diuraikan sebagai

berikut :
1. Pengertian/pengetahuan wajib pajak f
rendah (kurang).

Hal ini dapat terlihat dari alasan W

entang Peraturan Perpajakan yang masih

ajib pajak dalam memberikan keterangan

kepada petugas verifikasi lapangan mengapa Wajib pajak tersebut bisa sampai

terjadi Nomor Pokok Wajib pajak gan
Keterangan Wajib pajak terscbut antar
a. Wajib pajak yang sudah pernah mj
jenis usaha kemudian Wajib paja
Nomor Pokok Wajib pajak lagi, 4
Pokok Wajib pajak yang terdahulu

da.
a lain :

nta Nomor Pokok Wajib pajak untuk suatu

k tersebut dari panti usaha dan ia minta

inpa lebih dulu minta penghapusan Nomor

Nomor Pokok Wajib pajak tetapi hilang,
kredit di Bank dimana syaratnya harus

ib pajak, maka Wajib pajak tersebut minta

Nomor Pokok Wajib pajak lagi tanpa memberikan keterangan bahwa Nomor

b. Wajib pajak pernah mempunyai
Suatu saat ia akan mengambil
mencantumkan Nomor Pokok Waj
Pokok Wajib pajak yang pernah di

c. Wajib pajak yang terdaftar di K4

milikinya hilang.

tntor Pelayanan Pajak kota A dan sudah

diberikan Nomor Pokok Wajib pajuk. Pada suatu waktu Wajib pajak tersebut

pindah ke kota B. Karera Waijil
dikenakan pajak atau mempunya
Nomor Pokok Wajib pajak maka
Kantor Pelayanan Pajak kota B tat
sudah pernah terdaftar sebagai Wa
terdapat di kota A.

2. Kurang telitinya petugas pendaftaran W

» pajak tersebut memenuhi syarat untuk

kepentingan yang berhubungan dengan
Wejib pajak tersebut mendafiar lagi di
pa memberitahukan Wajib pajak tersebut
jib pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang

ajib pajak.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur pemberian Nomor Pokok Wajib pajak

dalam waktu satu hari (One Day §

ervice), dimana petugas dituntut untuk
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secepatnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib pajak. Hal 1ni

memungkinkan terjadinya kesalahan-l

pajak. Selain itu sistem pendaftaran V

Pelayanan Pajak Kediri adalah sistes

menggunakan komputer atau manual.

oleh :

a. Petugas tidak atau lupa mengecek 4
Pokok Wajib pajak tersebut pernah
Pajak tersebut atau juga di Kantor P

b. Petugas lupa mencoret Nomor Pok
Nomor Pokok Wajib pajak yang
Wajib pajak vang lain,

¢. Kelupaan petugas mengganti status

kesalahan yang dilakukan oleh aparatur
Vajib pajak yang digunakan oleh Kantor
m pendaftaran Wajib pajak yang tanpa

Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan

pakah Wajib pajak yang meminta Nomor
terdaftar atau belum di Kantor Pelayanan
elayanan Pajak lain.

ok Wajib pajak yang telah dipakai. Jadi

lelah terpakai tersebut diberikan kepada

Wajib pajak, sehingga antara Wajib pajak

Pusat maupun Wajib pajak cabang atau Wajib pajak Tunggal mempunyai

Nomor Pokok Wajib pajak yang sama.

4.5.5 Akibat Terjadinya Nomor Wajib pajak Ganda

Dengan adanya Nomor Pokok Wajib pajak ganda ini akar menimbuikan akibat

yang merugikan, antara lain :.
1. Pemborosan dana
Kantor Pelayanan Pajak dalam mengiri

pajak juga menjadi dobel. Ini be

mkan Surat pemberitahuan kepada Wajib

rarti terjadi  pemborosan dana dalam

mengeluarkan biaya seperti untuk blanko-blanko/formulir-formulir dan biaya

pengiriman.
2. Prosentase ketaatan Wajib pajak tidak m

Wajib pajak yang terdaftar jumlahnya b

enggambarkan keadaan yang sebenarnya

anyak, tetapi karena terjadi Nomor Pokok

Wajib pajak ganda berarti ada yang omangnya sama mempunyai Nomor Pokok

Wajib pajak dua atau yang termasuk

dalam kategori-kategori Nomor Pokok
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hingga walaupun jumlah Wajib pajak yang

melaksanakan kewajibannya bukan jumlah yang sebenarnya terdafiar.

3. Surat pemberitahuan (SPT) Kempos
Surat pemberitahuan Kempos adal
kembali ke Kantor Pelayanan Pajak
tersebut mengirimkannya melalai jass
pajak yang pindah ke kota lain tersd
sckarang atau dapat juga dischabkan
oleh Wajib pajak tersebut tidak lengk

4. Memakan biaya, waktu dan tenaga
Salah satu dari Nomor Pokok Wajib p
penghapusan Nomor Pokok Wajib p3

lapangan yang tentu saja memakan bis

4.5.6 Penanganan Masalah Nomor P
Pelayanan Pajak Kediri
Terhadap Nomor Pokok Wajib pajal
satunya, dimana scbelum dihapuskan dari
lapangan terlebih dahulu.
SE-08/PJ.94/1997 tanggal 3 September
pajak ganda dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk kasus satu Nomor Pokok Wajil

L

Sep¢

ah Surat pemberitthuan Tahunan yang

setempat setelan Kantor Pelayanan Pajak

A pelayanan pos. Hal ini disebabkan Wajib
but, tidak memberitahukan keberadaannya
pleh keterangan-keterangan yang diberikan

Ip.

ajak ganda harus dihapuskan,dimana untuk

jak sebelumnya harus dilakukan verifikasi

tya, waktu dan tenaga.

okok Wajib pajak Gandz di Kantor

ganda harus dilakukan penghapusan salah
master file loka! harus dilakukan verifikas:
telah

rti

vang diatur dalam

1997, penyelesaian Nomor Pokok Wajib

) pajak Ganda terdaftar lebih dari satu kali

untuk satu nama Wajib pajak pada satu Kantor Pelayanan Pajak dengan nomor

register berbeda.

Dengan cara yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak melakukan
label Surat pemberitahuan Tahunan
nomor register yang dipakai. Nomor

yang tidak dipakai pada label Surat pe

penelitian terlebih dahulu dengan melihat
Pajak Penghasilannya untuk mengetahui
Pokok Wajib pajak dengan nomor register

nberitahuan agar dihapus dari master file
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Untuk kasus satu Nomor Pokok Wajib

satu nama Wajib pajak pada lebih dari s
perusahaan yang seimbang (Pusat/Tungg
Dengan cara yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak meneliti status
kemudian saling menginformasikan

ditentukan pusatnya, maka yang lain
apabila ternyata Wajib pajak tersebut N
dihapuskan, maka Nomor Pokok Wajil
Untuk Wajib pajak termasuk Wajib p
Masuk Bursa), maka status pusatnya aq

Perusahaan Masuk Bursa.

3. Untuk kasus satu Nomor Pokok Wajib

Universitas Jember
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pajak terdaftar lebih dan satu kali untuk
atu Kantor Pelayanan pajak dengan status

ral).

5 perusahaan Wajib pajak di wilayahnya,
untuk menentukan pusatnya. Setelah
nengubah statusnya menjadi cabang atau
on Efektif (NE)/memenuhi kriieria untuk
b pajaknya agar dihapus dari master file.
ajak khusus (BUMN, FMA, Perusahaan
lalah di KPP PND, KPP PMA. atau KPP

pajak untuk lebih dari satu nama Wajib

pajak terdaftar pada satu Kantor Pelayanan Pajak

Dengan cara yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak melakukan
dimaksud untuk menentukan Wajib paj
pajak tersebut,dengan catatan tersebut s
Nomor Pokok Wajib pajak tersebut di
aktif, dan terhadap Wajib pajak yang
Wajib pajaknya.

Apabila semua Wajib pajak dengan
tersebut masih aktif, maka status keduat

a.
b.

Suami menjadi pusat

Isteri menjadi cabang

benelitian terhadap semua Wajib pajak
pk yang berhak atas Nomor Pokok Wajib
thagai berikut

berikan kepada Wajib pajak yang masih

non efektif agar dihapus Nomor Pokok

Nomor Pokok Wajib pajak yang sama

nya agar diubah sebagai berikut :
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pajak untuk lebih dunl satu nama Wajib

pajak terdapat pada lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan cara yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak melakukan pen

di wilayahnya untuk menentukan Waj

Wayjib pajak tersebut dengan catatan sel

dahulu terdafiar,

Efektif, maka Nomor Pokok Wajib
terdaftar berikutnya.

Untuk Wajib pajak yang lain agar N

Nomor Pokok Wanb pajak tersel

Apabila Wajib pajak vang lebih d

elitian terhadap wajib pajak yang terdapat
Ib pajak vang berhak atas Nomor Pokok
pagral berikut :

ut diberikan Wajib pajak yang terlebih

ahulu terdaftar adalah Wajib pajak Non
pajuk diberikan kepada Waijib pajak yang

vomor Pokok Wajib pajaknya dihapus dan

diberikan Nomor Pokok Wajib pajak baru sebagai penggantinya.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah
Setelah mengetahui permasalahan dan
pemecahan masalah yang ditindak lanjuti o
mencegah terjadinya kasus Nomor Pokok W
1. Peningkatan pemahaman terhadap k
serta untuk meningkatkan kesadaran
telah diselenggarakan berbagai upaya pq
aparat pajak sendiri maupun yang dil
media massa, misalnya melalui pemb
dan scbagainya. Untuk menopang tug

maka kemampuan, profesionalisme, s

ditingkatkan.

58]

tempat tinggal atau tempat usaha yang

dengan baik. Kemudian dilakukan sun

Pengisian formulir pendaftaran bagi )

pembahasan di muka, beberapa alternatif
lch Kantor Pelayanan Pajak Kediri, untuk

(a)ib pajak ganda yaitu -

zlcntuan perundang-undangan perpajakan,

jak secara intensii dan berskala nasional
tnyuluhan pajak, baik yang dilakukan oleh
akukan melalui berbagai kelompok dan
erian brosur-brosur, selebaran-selebaran,
as-tugas Perpajakan yang semakin berat,

erta integritas aparatur pajak akan terus

Wajib pajak terutaina dalam hal alamai
sebenarnya harus diperhatikan dan diteliti

vey atau penelitian bahwa alamat tempat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
46

tinggal atau tempat usaha tersebut merupakan alamat sebenarnya sehingga
pemantauan terhadap kegiatan perpajakpn dapat diketahui lebih jauh dan lebih
baik.
Selain itu, alternatif lain yang diberikan| kepada Wajib pajak untuk mencegah
terjadinya kasus Nomor Pokok Wajib pajak ganda adalah Wajib pajak diharapkan
waktu mengisi formulir pendafiaran dalam memberikan keterangan-keterangan yang
lengkap dan benar.
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e ‘. L

b FANUINIT T

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Sesuai dengan uraian yang telah |penulis kemukakan dalam bab-bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik syiatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam masa pembangunan ini, peranar pajak sangatlah penting yaitu sebagai
tulang punggung pembiayaan pembangpinan. Maka dari itu Direktorat Jenderal
Pajak berusaha meningkatkan penefimaan pajak dan ini juga berarti
meningkatkan pelayanan kepada Wajil Pajak, salah satu diantaranya adalah

melakukan tertib administrasi.

(3]

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalamy memberikan pelayanan yang scbaik-
baiknya kepada Wajib Pajak khususiya menyangkut Nomor Pokok Wajib
Pajak adalah diadakannya penyederhanaan prosedur pengurusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, yaitu sejak tahun 1989, apabila Wajib Pajak telah mengisi
dan mengembalikan formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar, maka
akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam waktu satu hari atau
dikenal dengan “ One Day Service .
3. Walaupun telah diadakan standarisasi Nomor Pokok Wajib Pajak dimana
kepada satu Wajib Pajak hanya diberjkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak
namun masih saja terjadi adanya Nomor Pokok Wajib Pajak ganda yang dapat
dikelompokkan :
a. Satu Nomor Pokok Wajib Pajak terdaftar lebih dari satu kali untuk satu
nama Wajib Pajak pada satu Kaptor Pelayanan Pajak dengan nomor
register berbeda
b. Satu Nomor Pokok Wajib Pajak terdaftar lebih dari satu kali untuk satu
nama Wajib Pajak pada lebih dari|satu Kantor Pelayanan Pajak dengan
status perusahaan yang seimbang (Pusat/Tunggal).
¢. Satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk lebih dari satu nama Wajib Pajak
terdaftar pada satu Kantor Pelayanan Pajak.
d. Satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk lebih dari satu nama Wajib Pajak
terdaftar pada lebih dari satu Kantor|Pelayanan Pajak.

47
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4.

d. Satu Nomor Pokok Wajib Pajak ur
terdaftar pada lebih dari satu Kantor H

Dari banyaknya kasus Nomor Pokok

oleh :

a. Pengertian/pengetahuan Wajib Pajak
rendah (kurang).

b. Kurang telitinya petugas pendaftaran

Untuk kasus Nomor Pokok Wajib Pajg

salah satunya, dimana sebelum dihapuskd

verifikasi lapangan terlebih dahulu. Seb

Kantor Pelayanan Pajak harus melakuk

berkas Wajib Pajak.

5.2 Saran

Setelah mengetahui masalah, penyebab d

mencegah terjadinya Nomor Pokok Wajih

sebagai berikut :

l.

Pemberian informasi tentang bagaiman
langsung dan terbuka. Hal ini dapat dil
pajak sewaktu Wajib Pajak datang ke |
Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan myq
langsung (fuce to fuce).

Petugas pendaftaran pajak seyogyanya m
Wajib Pajak termasuk apakah Wajib Pa

Kantor Pelayanan Pajak.

48

tuk lebih dari satu nama Wajib Pajak
clayanan Pajak.

Vajib Pajak ganda tersebut disebabkan

lcntang peraturan perpajakan yang masih

Wajib Pajak.

k ganda harus dilakukan penghapusan
in dart master file lokal harus dilakukan
)elum verifikasi lapangan dilaksanakan,

an penelitian terlebh dahulu terhadap

an akibat yang ditimbulkan, maka untuk

Pajak ganda dapat dilakukan hal-hal

a menjadi seorang Wajib Pajak secara
akukan oleh petugas pendaftaran wajib
Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta

emberikan penjelasan seperlunya sccara

enanyakan secara lengkap data-data dan

ak tersebut telah terdaftar atan belum di
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,2Undang-undang Nomor: 9 T3
Cara Perpajakan.

JKeputusan Dirjen Pajak No. K
Jangka Waktu Pendafiaran da
Cara Pendaftaran Wajib Paj
Fajak (PKP).

,»urat Edaran Digen Paj
3 September 1997. Penyelesai

Dirjen Pajak. 1997. Uraian Jabatan Kantor
Mardiamo,Drs. MBA. AK. 1997 Perpajaka
Nazier, Moh. Ph.D. 1998. Metode Penelitia
Singarimbun, Masn dan S. Effendi. 1989.
Surakhmad,Winamo. 1998. Pengantar pene

Waluyo, Drs. MSc. MM. Akt dan Drs. Wira
Indonesia. Salemba Empat. Ja

thun 1994, Kerentuan Umum dan Tata

[EP 27/PJ/1995 Tanggal 23 Maret 1995.
n Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata
jak dan Pengukuhan Pengusaha Kena

k No. SE-08/P].94/1997 Tanggal
n Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda.

elayanan Pajak Tipe A. Jakarta.
. ANDI. Yogyakarta.

. Gnalia Indonesia. Jakarta.
etode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
itian Ilmiah. Tarsito, Bandung.

an B.1lyas, Ms1.2000. Perpajakan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK TIPE A

—
KANTOR SUD BAGIAN
PELAYANAN PAJAK TATA USAHA
URUSAN URUSAN URUSAN
TATA USAHA DAN KEUANGAN RUMAH TANGGA
KEPEGAWAIAN
Bnommxu_ i SEKSI SEKSI SEKSI L e - BEEA SEKS! SEKS] PENERIMAAN
GOLAHAN DATA TATA USAHA PPH PERSEORANGAN PPH BADAN FEMOTORGLBEAL AMBAAN pm-AT PENAGIHAN DAN
DAN INFORMASI PERPAJAKAN iy o L KEBERATAN
SUB SEKSI “SUB SEKSI SUB SLKS1 ix SUB STKST = SUB STKS] . SUB SLKSI SUB SEKSI sUm sIL3l ~
DATAMASUKAN DAN PENDAFTARAN PENGAWASAN < FENGAWASAN PINGAWASAN PAJAK PERTAMBAHAN TATA USAHLA TATA USAHA PEMIRIMAAN |
o = - r AN ML FEMBAYARAN -t NILAT : = PAJAK DAN RESTITUST
EELUARAN WAJIB PAJAK PPl PERSEQRANGAN TPRRADAN i — LILTARG FATAR bt |
1
SUB SEKS1 SUR SEXS1 SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSTVERIFIKAS] SUB SLXS| SUB SEKS1 SUB SEKSI
PENGOLAHAN DATA SURAT r 3 K FERTAMBAHAN : 3
VERIFIKAS] VERIFIKASI FEMOTGRGAN A PENAGUOIAN REKONSILIASI
DAN PEMBERITAHUAN - =t 3 PEMITN MILAI FERD ¥ ]
R T ‘ Syt PPH PERSEORANGAN PPH BADAN e B AONNGHT.
-5 ——

AL DT s s Smaal SUB SEKSI PAIAK I sunsexst _

B L BAN KEARSIPAN | | PERTAMBAHAN NIL |{  KEBERATAAN PPH
wasTh JASA DAN PTLL _

I ————
SUB SEKSI SUB SEKSI
L | VERIFIKASI PPN DAN L] KEBERATAN PPN DAN
PILL PTLL
KANTOR
_PENYULUHAN PAJAK

URUSAN _‘ _

TATA USAHA
EELOMPFOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL VERIFIEAST FUNGSIONAL PEJABAT
- T JAK SITA PAJAK NEGARA
KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL

ENYULUHAN PAJAK
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DEPARTEMEN KEUNNGAN, REPYBLIK ANDONESIA
' DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT
(Pasal 2 U.U. 9 Th. 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
(KP. PDIP. 4.3-95)

UNTUK PEMUNGUT

PETUNIUK UMUM
1. Formulir diisi dengan huruf cetak dalam rangkap 3 (tiga).

2. Nomor Formulir, Kantor Pelayanon Pajak serta kotak kode KPA
diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

- Sebelum ditanda tangani hendaknya diperiksa kembali secard
teliti. Apabila ada kesalahan dapat dibetulkan dengan cars
menghapus atau dengan tipp ex.

. Formulir supaya diserahkan kembali kepada Kantor Pelayanar)
Pajak/Kantor Dinas Luar, dimana Saudara berkedudukan
Mintalah kembali formulir lembar ke 3 (tiga).

- Petunjuk lebih lanjut mengenai pengisian formulir dapad
diminta dari petugas KPP /Kantor Dinas Luar.

A. KETERANGAN UMUM

\1 Nama Pemungut :

. Diisi nama pemungut yaitu Bendaharawan Kgntor/Proyek sesuai dengan SK Penunjukan
endaharawan. Penulisan hendaknya dimulai dari kotak ke 6 (tanda panah) dgn dicukupkan
sebanyak kotak yang tersedia, bilamana perlu|digunakan singkatan yang lazim.

Perhatian : Jangan diisi nama orang

Contoh
- Bendahaiawan Sekolah Perawat/Bidan

BIE[N|[D S|E|K|O|L|A|H PIE[R|A[WI|A[T|/ [B|I [D|A|N

2. Alamat Pemungut :

2.1. Alamat :

Penulisan alamat hendaknya dicukupkan| sebanyak kotak yang tersedia. Pergunakan
singkatan yang lazim bilamana perlu;

2.2. Kota : Cukup jelas.

3. Kantor / Proyek :

1 Nama Kantor/Proyek : Cukup jelas
2 Alamat Kantor/Proyek : Cukup jelas
.3. Kota : Cukup jelas
4. Nama Pimpinan Kantor/Proyek : Cukup|jelas

B. LAMPIRAN
4. Fotocopy Penunjukan Bendaharawan : Cukup jelus
C. PERNYATAAN :

Tulislah tempat dan tanggal pengisian formulir ddn ditanda tangani oleh Bendaharawan
sendiri.

---00000+--

PENUNTUN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENUNTUN PENGIJS
FORMULICRENDAFTARAN WA J1Y PA
( KP.PDIP:4.1-95)

/
WN i
JAK ORANG' PRIBADT

A.

KETERANGAN UMUM

1. Identitas wajib Pajak
I.LI. Nama

diisi dengan nama iengkap dengan cara penulisan yang lazim dilakukan

- hama bapltis, gelarfpangkal dan singkalan nama Supaya dicantumkan

di belakang,

1.2. Merek usaha cukup jelas.

2. Tanggal lahir

lahir; HH BB TT; Coln

3. Alamat/Tempat Tinggal
a. Jalan

b. Kelurahan, RT/RW

cukup jelas
diisi dengan nama k
dimana WP berdomigi

¢. Kecamatan cukup jelas.

d. Kota/Kabupaten Jika domisilinya di ko
dengan mencantumks
c. Kode Pos cukup jelas.

Wajib Pajak LP2P

4. berikan tanda X pada
5. Status Usaha berikan tanda X pada
6. Jumlah Cabang Usaha/Nomor

Cabang perusahaan,

diisi tempat dan tanggal lahir, pada kotak yang tersedia diisi tanggal

toh : 30 Maret 1988 ditulis ilo unu

tlurahan dan mencantumkan nomor RT dan RW

a kecamatanvkelurahan (kota kecil), agar ditambah
n nama Kabupaten,

kotak yang dipilih,
kotak yang dipilih,
- untuk WP yang berstatus Pusat diisi dengan jumlah cabang

- untuk WP yang ber$tatus cabang diisi dengan nomor cabang

perusahaan, yang di
7. NPWP Pusat Usaha

(untukStatus Cabang)
8. Jenis Usaha/Pekerjaan

pusatnya.
diisi dengan jenis usat
9. Akhir Tahun Buku diisi dengan tanggal d4
Contoh : -

tesedia

berikan oleh kantor pusalnya (jika ada).

hanya diisi oleh WP Herstatus cabang, diisi dengan NPWP dari kantor

a/pekerjaan sesuai dengan Klassifikasi Lzpangan
Usaha Wajib Pajak yahg berlaku.

n bulan dari akhir Tahun Buku/akhir Tahun Pajak,
"ahun Bliku 1 April s/d 31 Maret, maka diisi dalam kotak

3 1]o]5]

- Tahun Pdjak 1 Januari s/d 31 Desember, maka diisi dalum

kotak yapg tersedia n i

PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

10. Mengajukan Permohonan
untuk dikukuhkan menjadi PKP

LAMPIRAN

berikan tania X pada

11. Dokumen-dokumen yang
dilampirkan

PERNYATAAN

berikan tanda X pada K

Jika ada vang menar

hendaklah dilampirkan

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12. NPWP yang diberikan
13. Kode Cabang (untuk WP
berstatus Cabang )

cukup jelas.

Kolak yang tersedia

totak yang tersedia jika lampiran ada.

da-tangani permohonan bukan Wajib Pajak
Surat Kuasa dari WP yang bersangkutan,

dalam hal di satu wilayah Kantor Pelayanan Pajak WP mempunyai lebih
dari satu kegiatan usal

a di lokasi yang berlainan dan masing-masing

terdaftar sebagai WP (sebagai pusat dan atau sebagai cabang usaha)

dengan menggunakan

NPWP yang sama, maka diisi dengan Kode/

Nomor Urut Cabang petusahaan tersebut, yang diberikan olch KPP yang

bersangkutan.
14. Kode Wilayah Penagihan

I5. Kode Wilayah Pemerintahan

16. Kewajiban Pajak

diisi dengan kode wilay
diisi dengan kode w
Pemerintahan yang ada
berikan tanda X pada k

ah penagihan yang akan ditentukan kemudian.
ilayah pemerintahan dari Tabel Wilayah

htak yang dipilih.

—_—
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONES]A

KANTOR PELAYANAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB
(Pasal 2 UU. Nomor 9 1

[ DIISI DENGAN HURUF CETAK |

PAJAK ORANG PRIBADI
[ahun 1994)

LNO. FORMULIR .........ccoooocrinirns

A. KETERANGAN UMUM
1. | Identitas Wajib Pajak
1.1. Nama
1.2, Merck dagang / Usaba [T T IIIIITITITIITIT1]
2. | Tanggal Lahir ) o
3 Alamat/tempat tinggal :
a. Jalan NN EEEEINIEEET DSOS EEEEEERER
b. Kelurahan RT/RW : P o O IS, O
¢. Kecamatan 1 EANEERTEEEEES,. NEEE
d. KowKabupaten EIE i TRl A TR )
c. Kode Pos RN
4.| Wajib Pajak LP2P . Ya ] 2.Tidak [}
5.1 Status Usaha : 1. Pusat D 2. Cabang I:] 3. Tunggal D
6. | Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang : 4, D:] Istri D
7. | NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) E“ I l H l l ”___” l | l
8. | Jenis Usaha / Pekerjaan Dj:m
Akhir Tahun Buku 111
B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
10.| Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusalia Kena Pajak 1. Ya D 2. Tidak D
( Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 )
C, LAMPIRAN
11.1 Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga / PASPOR D
11.2 Fotokopi Surat Izin tempat Usaha atau Surat Keterangan|lainnya dari Instansi yang berwenang
( Untuk Orang Pribadi yang mempunyai usaha ) D
11.3 Fotokopi Kartu NPWP kantor Pusat( untuk WP berstatu§ cabang) D
11.4 Surat Kuasa ( bagi Wajib Pajak yang diwakili kuasanya ) D
D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya [lermasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan baljw
lampiran-lampiran - nya adalah benar dan lengkap.

a apa yang telah saya heritahukan di atas beserta

o IR e s e e
Pemohon

Nama Jelas

KP.PDIP4.1-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALBAJAK
KANTOR PELAYANANPAJAK .ot eeniinensin

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Pasal 2 UU., Nompor 9 Tahun 1994)

[ DIISI DENGAN HURUF CETAK | [ MO. FORMULIR ... ...

A. | KETERANGAN UMUM

8 Identitas Wajib Pajak
1.1. Nama

1.2. Merck dagang / Usaha LI T T T T T T T T T T I0IT]
2. | Tanggal Lahir ; . Ll I ]J [_]

3. | Alamat/tempat tinggal

s [T I T T I TTTELT T
T

b. Kelurahan RT/RW : ~

| [T TTTTT]
L 1 LT T 117
¢. Kecamatan . |_] | I I [ [ l [ [ I [ l l I l ] ]_l
d. KowKabupaten T T II T I T TTIIT]
e. Kode Pos : EEDE

4. | Wajib Pajak LP2P : 1. Ya ] 2.Tidak [ ]
5.| Status Usaha : 1. Pusat [ ] 2. Cabang D 3. Tunggal D
6. | Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang : 4. LT s L]

7. NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) DL I I—I L I l ] I:“ [ ]_]

8. Jenis Usaha/Pekerjaan EED:D
9. | Akhir Tahun Buku / [:D:D

B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

10.|  Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengysaha Kena Pajak 1. Ya D 2. Tidak D
( Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 )

25 LAMPIRAN

[1.1" Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / PASPOR
11.2 Fotokopi Surat Izin tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang berwenang

( Untuk Orang Pribadi yang mempunyai usaha )
11.3 Fotokopi Kartu NPWP kantor Pusat( untuk WP berstiftus cabang)
1.4 Surat Kuasa ( bagi Wajib Pajak yang diwakili kuasany:

it

)

ogo o

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan hahwa apa yang telah saya beritahnkan di atas beserta
lampiran-lampiran - nya adalah benar dan lengkap.

................................... codanggal ..
Pemohon

Nama Jelas
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[ NO.FORMULIR .....................

E. | DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12.| NPWP yang diberikan D m_[_l r—[—r1 D [_]—[——]
13.| Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang) =14
14.| Kode Wilayah Penagihan [:I:D
15.| Kode Wilayah : Dacrah Tingkag [ D:] Dacrah Tingkat I E]:l
16.] Kewajiban Pajak : - Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU Ng. 1) Thn. 1994)

- Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU No. 10 Thn, 1994)

- Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 11

Thn. 1994)

[
U
- Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU N§. 10 Thn, 1994) O
0
U

.................................... ALV T A e . . S

A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP.

KP.PDIP4.1-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1‘
KANTOR PELAYANAN PAJAK iviisicussnisssoasasaniosaisonias

" DIREKTORAT JENBERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT

( Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1994 )

DIISIDENGAN HURUF CETAK [ NOLEORMUILIR ..o csmmpunss
A, KETERANGAN UMUM
1. Nama Pemungut
2. a. Alamat
b llwrah s nikes INRENEENIIEEEREEEREEEER
¢. Kot INEENEERIIEENERRERREREE
d. Kode Pos I:EED:'
A Kantor / Proyck
a. Nama Kantor / Proyek
b. Alamat Kantor / Proyck
¢. Kota
d. Nama Pimpinan Kantor/
Proyek
B. LAMPIRAN
4. Dokumen-dokumen yang dilampirkan :
4.1. Fotokopi SK Penunjukan Bendaharawan D
4.2. Fotokopi Tanda Bukti Diri Bendaharawan D
C PERNYATAAN
Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya menyatakan hahwa apa yang telah spya beritahukan di atas beserta lampiran- lampiran
nya adalah benar dan lzngkap
O e e 2 TERPRAL ey
Pemohon,
Nama Jelas
D. DIIST OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
= NPWP yang diberikan D | I l I | D l l [ ]
6. Kode Wilayah Penagihan Dj:l
P Kode Wilayah Pemerintalan

Dacrah Tk. [

Dacrah Tk. 11 :

(1]

.................................. tanggal ..o
A, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP.

KP.PDIP4.3-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK veereeereereneessesnn

DIREKTORAN JENDERAL PA JAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB FAJAK SEBAGAI PEMUNGUT

| DIISI DENGAN HURUF CETAK ]

( Pasal 2 UU Nomor 9|Tahun 1994 )

LN(). FORMULIR ...

A,

KETERANGAN UMUM

Nama Pemungut i !

a. Alamat

b. Wilayah/Kecamatan

p— p—

c. Kota

d. Kode Pos
Kantor / Proyek :
a. Nama Kantor / Proyck : ]

b. Alamat Kantor / Proyck

¢. Kota

d. Nama Pimpinan Kantor/
Proyck

—

LAMPIRAN

Dokumen-dokumen yang dilampirkan :
4.1. Fotokopi SK Penunjukan Bendaharawan

4.2. Fotokopi Tanda Bukti Diri Bendaharawan

U]
L]

c

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasu
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telaly
nya adalah benar dan lengkap

sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
saya beritahukan di atas beserta lampiran- lampiran

RETTOPPRl 1115 | OO
Pemohon,

Nama Jelas

DIIST OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

NPWP yang diberikan

Kode Wilayah Penagihan

Kode Wilayah Pemerintahan Daerah Tk, 1

UODOmoOD
[LT]
[T] [T]

A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dacrah Tk. II ;

NIP.

KP.PDIP.4.3-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA (WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

[DUSTDENGAN HURUF CETAK | [NO. FORMULIR ..o oo |
A. | JENIS PERUBAHAN

1. | Penghapusan : D 2. Pembetulan D

3. | Keluaran . 3LkpPDIP421 [] [32.KkPPDIP.423 [] 33.KPPDIP420 O]

B.| DATA LAMA ( diisi sesunl dengan KP.PDIP.4.21-95 atau KP.PDIP.4.20-95 )

1. | Nama Wajib Payjak

2| NPWP : mEER|EERIEIRER
3 Nomor Register H r‘ | l l I 1[ [ l l ]

G DATA BDARU ( hanya dilsi untuk dzta yang berubah )

1. | Nama Wajib Pajak

2| MerckDagangsabe  : [T T T T T T T TTTTTTTITITTTITTT]
3| NPwP : 0 O s
4. | Alamat/Tempat tinggal
a. Jalan 8 V5 5 1 D 0 O
b. Kelurahan, RT/RW T O O I O
¢. Kecamatan L1 11 .1 1] Iare l [T LT 11 LJ
d. Kota/Kabupaten l [ LI | l l I l J Lah g l ] l l l l
¢. Kode Pos ] EI::D:D
5. | Status Usaha : 1. Pusat D 2. Cabang [:I 3. Tunggal D 4. Istri [:I
6. | Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : ID
7.| NPWP Pusa (diisi olch WP Cabang) OOl
8. | Jenis Usaha PCKEAAN 5 coeeeeeiecscimisissnnisssnsnansrenssssfamassasssnsesesssss e msonsssuusssianas sssssas suasnsssiansnsss D:[:I::I:l
9. | Akhir Tahun Buku i -
10] Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Peagusaha Kena Pajak I:]
11| Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak D

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakqn bahwa apa yang telah saya beritahiukan di atas heserla
lampiran-lampiran - nya adalah benar dan lengkap).

siissssisesry TABRERL isiciiisinsssinzai e
Pemohon

Nama Jelas

KP.PDIP4.1.A-95
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DEPARTEMEN KEUANGANWEPUBLIK INDONESTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

------------------------------------

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA W.

[ DIISI DENGAN HURUF CETAK |

AJIB PAJAK ORANG PRIBADI

[ NO. FOKMULIR ..ooooovveoo,

A. JENIS PERUBAHAN
1. Penghapusan D 2. Pembetulan D
3. | Keluaran 3.1.KP. PDIP. 4.2! D 3.2. KP.PDIP. 4.23 D 3.3, KP. PDIP. 4.20 D
B.| DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atay KP.PDIP.4.20-95 )
1. | Nama Wajib Pajak
2| NPWP O gocr4
3. | Nomor Regisler o "EFERiENEN
5 DATA BARU ( hanya diisi untuk data yang berubah )
. | Nama Wajib Pajak
2.| Merck Dagang/Usaha EMA NEENEENEEEENY /R
3| NPWP FEARIEN BiNEN
4. Alamat/Tempat tinggal
a. Jalan AFSISINEREIREN IVZTEL Y ARNE
b. Kelurahan, RT/RW LI T TT T TTTITTTTTTTTI]
¢. Kecamatan T O I R T
d. Kotw/Kabupaten Wl IR T ] (rietmtny J | T 1 11
e. Kode Pos EE[:D:I
5. | Status Usaha 1. Pusal D 2. Cpbang D 3. Tunggal D 4. Istni D
6. | Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : [___[:[j
7. | NPWP Pusat (diisi oleh WP Cabang) I:]l ] [ ][ L] “:H I | I
8.1 Jenis Usaha PEKCTIamn  © .oocooiniiricosomnricsnansrmnsssssssssensosssl e siavens st sns s ssmssossssiessaesbsssess s e EED:D
9. | Akhir Tahun Buku [ED:]
103 Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak D
11| Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak [:1
D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya

lermasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang beriaku, saya menyatakan balhwa apa yang telah saya beritahukan di atas heserta

lampiran-lampiran - nya adalah benar dan lengkap.

e ] o oo NERAL oriinsisimin

Pemchon

Nama Jeias

KP.PDIP4.1.A-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLHSINDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...........

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Besassassinsnesnnassnnans

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA WAJ

[[DIISI DENGAN HURUE CETAK |

B PAJAK ORANG PRIBADI

I NCL. FORMULUR ..o cococvvnminsses

A. JENIS PERUBAHAN
1. | Penghapusan 1 2. Pembetulan D
3. [ Keluaran 3.1.KP.PDIP. 421 D 3.2. KP. PDIP. 4.23 D 3.3. KP. PDIP. 4.20 D
B.| DATA LAMA ( diisi sesuai dengun KP.PDIP.4.21-95 atau KP.PD|P.4.20-95 )
1. | Nama Wajib Pajak
2| NPwP o O O O
3.| Nomor Register e o) O O )
C DATA BARU ( hanya dilsl untuk data yang herubah )
1. Nama Wajib Pajak
2.| Merek Dagang/Usaha LSS | § del DT Tl T 1 (8T 1T T IS
3| NPWP O CI 110 1]
4. | Alamat/Tempat tinggal
a. Jalan il _laintel W [ [ [0 T 1 Wislein] T~ ]
b. Kelurahan, RT/RW O VI O O N
¢. Kecamatan |IIJ_[l llllll_l_llllll]
d. Kota/Kabupaten NEEEN L T T Fousimiy |} [ 1]
¢. Kode Pos CLITT]
5. Status Usaha 1. Pusat D 2. Cabang D 3. Tunggal I:] 4. Istri D
6. | Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : ED]
7.| NPWP Pusat (diisi oleh WP Cabang) I 1011
8 | JeniSUSaha PRKEHART U ..ovoreoeeeoe e se e ettt e eene Ao [:D:D_—_'
9.| Akhir Tahun Buku NEEEN
104 Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusahal Kena Pajak D
I1.{ Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pengugaha Kena Pajak D
D. PERNYATAAN

Dengan menyadari scpenuhnya akan segala akibatnya te
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw
lampiran-lampiran - nya adalah benar dan lengkap.

rmasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
@ apa yang telah saya beritahukan di atas beserta

i BANERAL srrrcns e sssersasisanainey
Pemohon

Nama Jelas

KP.PDIP4.1.A-95
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[NO_FORMULIR ..

o]

E. | DIISIOLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12 | Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang)
13 | Kode Witayaih Penagihan

14 | Kode Wilayah Pemerintahan

- Pajak Penghasilan (Pasal 23

. Daerah Tingkat 1

- Pajak Penghasilan {(Pasal 25/29 UU No. 10 Th. 1994)
- Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU No. 10 Th. 1994)

- Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 1

[J ]

Daerah Tingkat (1

15 | Kewajiban Pajak ( jika ada perubahan, diisi kembali semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya )

W
n
L

-UU No. 10 Th. 1994)
Th. 1994)

..................................... 1Yo i B e e R
A.n. Kepala Kantor Pelayanau Pajak

NIP.

WV IDIOIINIrYy 4 1+ & 4ir
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK-INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...cooveenninnnirmirmrssesssenasns

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN
( Pasal 2 UU.Nomor 9 Tahyn 1994 )

| DIISI DENGAN HURUF CETAK | Dr). FORMULIR ...

A. KETERANGAN UMUM

Nama Wajib Pajak /Badan [ [ [ T T T ]

2 Alamat / Tempat tinggal

e LI

b —d p—

b. Kelurahan RT/RW

b — — o |—

—— ——
—
—l
== S gy S S
b b
——

| |
. L1
¢. Kecamatan : [ | 1
HE

d. Kota/Kabupaten

¢. Kode Pos : D:I:D]
3. Status Usaha : 1. Pusat | 2. Cabang |:] 3. Tunggal D

4, Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang EED:]
5. NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) [:‘ I:[:lj ED___' |:| I:I:l:l

6. Jenis Usaha

7 Akhir Tahun Buku 3 I:I:[:]j

8. Status Modal : 1.PMA D 2. PMDN l:_—_l 3. BUMN/D D 4. SWASTA D

5. PERMOHONAN UNTUK IMKUKUHKAN MENJADI PKP

% Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 1. Ya D 2. Tidak D
( Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 ) :

L AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN

10.| AKTEPENDIRIAN
10.1 Nomor Akte

10.2 Tanggal Akte

10.3 a. Nama Notaris

b. Kora L-Laspaniiioh NS T T 1 1 T 1/19

11. PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAR BADAN

a. Nama

b, Alamat

gl (o C TN I o SR R O e R, O i A

d. Kedudukan dalam Badan ¢ ... T DT e T N e s cen s D

D. LAMPIRAN

12.]  Dokumen-dokumen yang dilampirkan

121 Fotocopy Akte Pendirian / Akte Perubahan yang terakhir D
122 Fotocopy Sural Izin Tempat Usaha atan Surat Keterangan lfinnya dari Instansi yang herwenang [T]
123 Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga / PASPOR Pengurus r]
124 Fotocopy Kartu NPWP Kantor Pusat ( yang berstatus Cabapg ) ['-J
12,5 Surat Kuasa ( bagi Pengurus yang diwakili kuasanya ) ["]

KP.PDIP4.2-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...coooviinncnsirrsisannnsinesines

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK ]

( Pasal 2 UU. Nomor 9 Tahyn 1994 )

NO. FORMULIR ............ ...

A, KETERANGAN UMUM

Nama Wajib Pajak / Badan

L P11 T

2 Alamat / Tempat tinggal

[(TITTTIT]

a. Jalan

b. Kelurahan RT/RW

¢. Kecamatan

d. Kota/Kabupaten

¢. Kode Pos

3 Status Usaha

4. Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang
5. NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang)
6. Jenis Usaha

. Akhir Tahun Buku

8. Status Modal

2. (abang D 3. Tunggal [:l
LT T
il 7 A7 S NR

LIS
[LIT]

ema ] 2emon [[] 3 Bumnm [] «swasta [ ]

B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

( Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 )

9. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

l. Ya D 2. Tidak D

C AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN

10.| AKTE PENDIRIAN
10.1 Nomor Akte

10.2 Tanggal Akic

10.3 a. Nama Notaris

b. Kota

LITT T[]

11.{  PIMPINAN/PENANGGUNG JAWARB BADAN

a. Nama

b. Alamat
¢. Kola
d. Kedudukan dalam Badan

D. LAMPIRAN

12.]  Dokumen-dokumen yang dilampirkan

Fotocopy KTP / Kartu Keluarga / PASPOR Pengurus
124

12,5 Surat Kuasa ( bagi Pengurus yang diwakili kuasanya )

Fotocopy Akte Pendirian / Akte Perubahan yang terakhir

Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha atan Surat Keterangan Lfinnya dari Instansi yang berwenang

Fotocopy Kartu NPWEP Kantor Pusat ( yang berstatus Cabapg )

KP.PDIP4.2-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK v

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB PAJAK BADAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK ]

( Pasal 2 UU.Nomor 9 Tahun 1994 )

NO. FORMULIR .............cccooo..

A.

KETERANGAN UMUM

Nama Wajib Pajak /Badan = [ | | | |

Alamat / Tempat tinggal

(TITTTT]

a. Jalan

b. Kelurahan RT/RW

¢, Kecamatan

d. Kota/Kabupaten

¢. Kode Pos

Status Usaha

ra

1. Pusat D

Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang
NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang)

Jenis Usaha

Akhir Tahun Buknu

Status Modal

|Cabang |:]

3 Tunggal I:‘
SHER
CICETC

OO
................................ 9 TR
[TIT]

[ ] 3 sumnmp L] 4 swasta []

PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusalia
( Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 )

Kena Pajak 1. Ya D 2, Tidak |

AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN

10,

AKTE PENDIRIAN
10.1 Nomor Akte

10.2 Tanggal Akte

s CT T 1 1 1.1

103 a. Nama Notaris

h. Kota

_ T

INCORS«PNERRNT 4

PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAR BADAN

a. Nama

b, Alamat
¢. Kota

d. Kedudukan dalam Badan

D.

LAMPIRAN

12.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan -

Fotocopy Akte Pendirian / Akte Perubahan yang (erakhir
Fotocopy Surat Lz Tempat Usaha atan Surat Kelerangan
Fotocopy KTP/ Kartu Kelnarga / PASPOR Pengurus
Fotocopy Kartn NPWP Kantor Pusal ( yang berstatus Cab

Sural Kuasa ( bagi Fengurns yang diwakil kuasanya )

amnnya dari Instansi yang berwenang

IR '
| S— |

ng)

ED:

KP.PDIP4.2-95
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| MO BFORMUILK

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenubnya akan segala akibatnya lermafuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang tela)y saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya
adalah benar dan lengkap.,

Fossaverseryn RANEEARL oo v errens
Pemohon,

Nama Jelas

F. DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAX

13, NPWP yang diberikan : D I ||:| I I

14, Kode Bentuk Badan

15. Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang)

16. Kode Wilayah Penagihan : I

—

I7. Kode Wilayah Pemerintahan @ Daerah Tingkat |

Daerah Tingkat 11

18, Kewajiban Pajak ;- Pajak Penghasilap (Pasal 25/29 UU No. 10 Thn. 1994)

[

- Pajak Penghasilap (Pasal 21 UU Nao. 10 Thn, 1994)

- Pajak Penghasilap (Pasal 22 UU No. 10 Thi. 1994)
- Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU No. 10 Tha. 1994)

- Pajak Pertanhahan Nilai (UU No. 11 Thn. 1994)

L]

..................................... slanggal.oag
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

KP. PDIP. 4.2-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REP LBULK IND ONESIA

(ANTOR PELAYANAN PAJAK i

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA V

DIISI DENGAN HURUF CETAK

VAJIB PAJAK BADAN

IE). FORMULIR .....ccocvvievirinrenne

A.| JENIS PERUBAHAN
1. Penghapusan : D 2. Pembetulan 2 D
3.| Keluaran  3akEPDIP 421 ] 3|2 kpppip423 [ 33.KppDip420 [
B. DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atau KP.PDIP.4.20-95)
L. Nama Wajib Pajak / Badan -
2 Hewr OO OO
3 Nomor Register i—[T ] ] I “t l ] l l
B DATA BARU (hanya diisi untuk data yang berubah)
1.| Nama Wajib Pajak / Badan |
l

2| NPwe O L acaI]
3. Alamat / Tempat kedudukan :

a. Alamat

b, Wilayah / Kecamatan DI I T [ TTITTITITITITT]

c. Kota/Kabupaten el LN 170 | Ll T T T T
4. Status Usaha : 1. Pusat D 2. Cabang D 3. Tunggal D
=l Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : D:D
6. NPWP Pusat ( diisi oleh WP Cabang) D D:]:I D::l:] D ED]
7. Jenis USAha 1 iiiiessssesasessiassiusiseasisasisiuin sibassessasiasensserattane cosnntnesysseravanansnsere ID::I
8. Akhir Tahur Buku . SO L W) B e R SR R VRN T Eljj:]
9.| Status Modal . 1evma [] 2pempN|[] 3.BumMn/D[] 4. SWASTA []
10. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Penguspha Kena Pajak D
I1.| Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Penigusaha Kena Pajak L]
D. AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN
12. AKTE PENDIRIAN

12.1. Nomor Akte D___[:D

12.2 Tanggal Akte LL [ l l ] I

12.3 a. Nama Notaris

b. Kota = ERERIEEENEEESNENEEEN
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DEPARTEMEN KEUANGANR DTUBLIK INDONKESTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...ccccciinniiinnininninnniininnen

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA

| DIISI DENGAN HURUF CETAK

WAJIB PAJAK BADAN

| NO. FORMULIR .....................

A.| JENIS PERUBAHAN
b Penghapusan D 2. Pembetulan D
3.| Keluaran 3.1.KP PDIP 421 D 3.2. KP. PDIP. 4.23 D 3.3.KP. PD'P. 4.20 D
B.| DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atau/KP.PDIP.4.20-95)
e Nama Wajib Pajak / Badan
e OO OC T
3.| Nomor Register BhN"UE/EEEE
. DATA BARU (hanya diisi untuk data yang berubah)
1. Nama Wajib Pajak / Badan
2| WEwWE e 1 aen 1 [ NN
3. Alamat / Tempat kedudukan :
a, Alamat
b Wilayah /Kecamatan [T T[T TTTITTITITITT]
¢. Kota / Kabupaten : RN ANE=T A SRR B
d. Kode Pos Dj:D:]
4. Status Usaha 1. Pusat I:I 2. Cabanj D 3. Tunggal D
& Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : ID
6.| NPWP Pusat ( diisi olch WP Cabang) HIEERIEERINIRER
 gemisWeahs. 0 WA\ 5 el s e vasesocssonssis QR v Wb FATT T
8. Akt Tahon Boki © © W WS somemesnvsc 0 oo S VRN, S T v S P GRS S0 GRS ‘:I:Dj
9.| Status Modal .pMA [ ] 2.pmpy [ 3. BumMn/D[] 4. SWASTA []
10. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak D
11.| Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pgngusaha Kena Pajuk E]
D. AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN
12.| AKTE PENDIRIAN
12.1. Nomor Akte HERR
12.2 Tanggal Aktc EI l LI LJ
12.3 a. Nama Notaris
b. Kota (TITTOTT TP PPyl
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DEPARTEMEN KEUANGAN REFUBTIK INDUNESTA

ANTOR PELAYANAN PAJAK .......... e S s

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK

I NO. FORMULIR

A. JENIS PERUBAHAN
] Penghapusan E] 2. Pembetulan D
3.| Keluaran 3.0.Kp PDIP. 421 ] 3.2 Kp ppIP.423 [] 3.3.KP PDIP. 420 [ ]
;. DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atau KP.PDIP.4.20-95)
j 8 Nama Wajib Pajak / Badan
2.| NPWP HEERIEENININEE
3 Nomor Register I—rl | | Ijl ] l [—|
C. DATA BARU (hanya diisi untuk data yang berubah)
1.| Nama Wajib Pajak / Badan
2.| NPWP HiEEEIEENINIEEE
3. Alamat / Tempat kedudukan -

a. Alamat

b. Wilayah / Kecamatan T TOT I TTITTITTTTT]

c. Kota/ Kabupaten rlll[ll]]ll[l[l{!]]l]

d. Kode Pos [Il:Dj
4. Status Usaha 1. Pusat D 2. Cabang D 3. Tunggal D
5 Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : I:EI:I
6.| NPWP Pusat ( diisi oleh WP Cabang) RITT Titdaf 11 Y81 1 ]
Bl Temis Useha. | 0 WA Y ccidiiecsne oW R e shss vy 5 D:Dj:'
8. Akhr Tahun BUklll W W iusismiiasiaiosithe ko ooy ek s <5 3R e e SbEb s s s P o e as enesiansosannabiond I:I:D:]
9.| Status Modal 1.pMA [ ] 2.pmpN [] 3. BuMn/D[] 4. SWASTA []
10. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak El
11.| Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pengpisaha Kena Pajak D
D. AKTE PENDIRIAN DAN PENGURLUS BADAN
12.| AKTE PENDIRIAN

12.1. Nomor Akte EI:I:I:]

12.2 Tanggal Akte [_1 l [ I |J

12.3 a. Nama Notaris g

|
b. Kota EEENEEEEEENEEEEEEEER
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PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB BADAN

a. Nama

b. Alamat o TR e | o . . S—
c. Kota I emesussevesnsmris npomdade e AT R S T TR T R e e S S
d. Kedudukan dalam Badan : ......cieiiiinn N L T D
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termpsuk sanksi - saksi sesuai dengan ketentuan per-
undang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beseita
lampiran - lampirannya adalah benar dan lengkap.

N e W 9 o ABBEPEL o cnvmmetimraiasomssimia
Pewobon,

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Kode Bentuk Badan 2 A N R W o e e P m

Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang) . l:D
Kode Wilayah Penagihan © B b i siver et o saies s exsiossistonisasss s SURPMUEURERTTIN, ¢t swmenusiars E[:D
Kode Wilayah Pemermntahan : Dae-ah Tingkat 1 D Dacrah Tingkat 11

Kewajiban Pajak (jika ada perubahan, diisi kembali semua jepis pajak yang menjadi kewzjibannya)
Pajuk Penghasilan (Pasal 25/2p UU No. 10 Thn. 1994)

PPajak Penghasilan (Pasal 2] UU No. 10 Thn. 1994)

Pajak Pertambahan Nilai (U No. 11 Tha. 1994)

Pajak Penghasilan (Pasal 23|UU No. 10 Tho. 1994) D

e LRI R
a.n. Kepala Kaator Pelayanan Pajak

NIP.

KP.PDIP.4.2.A-95
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13 PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB BADAN
a. Nama
b A Mt B O R e e I et e o s R iAo s s
CeoRBta. L T s i s 5 A S S e O TS e et e et et o
d. Kedudukan dalam Badan :  .oocooooooeoooor o oo []
E. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termgsuk sanksi - saksi sesuai dengan ketentuan per-
undang - undangan yang berlaku, saya menyaiakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran - lampirannya adalah benar dan lengkap.
............................... STy L N S
Pemohon,
Nama Jelas
F.| DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
14, Kode:BentulgBadatn:  _ "W BRS8N ED
15. Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang) ED
16, Kode Wilayah Penagihan 0 e et D:[:I
17 Kode Wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat [ D Dacrah Tingkat I1 D
18. Kewajiban Pajak (jika ada perubahan, diisi kembali semua jenjis pajak yang menjadi kewajibannya)

Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU No. 10 Thn. 1994)

Pajak Penghasilan (Pasal 21

Pajak Penghasilan (Pasal 23

- Pajak Pertambahan Nilai (U No. 11 Thn. 1994)

UU No. 10 Thn. 1994)

UU No. 10 Thn. 1994)

ctnomeesaney) CAIVERAL <o voms cnmsenvsmscsmtaiss

a.n, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIF.

KP.PDIP.4.2.A-95



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INBONESEA

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...oovcniiicinnniiniiiiinniananees

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NOLEORMULIR ..o

A.| JENIS PERUBAHAN
1 Penghapusan A D 2. Pembetulan I:l
3.| Keluaran . 3.1KP.PDIP.421[ | |3.2.KP.PDIP.423 [ | 3.3.KP PDIP.4.20 |_]
B.| DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atay KP.PDIP.4.20-95)
1. Nama Wajib Pajak / Badan
2| NPWP HIEERIEERININEE
3. | - Nomor Register L L | l [ I ] I | | | |
&P DATA BARU (hanya diisi untuk data yang berubah)
I.| Nama Wajib Pajak / Badan Pl
]

2| NPwP HiEENIEENINIEEE
3s Alamat / Tempat kedudukan :

a. Alamat

b. Wilayah / Kecamatan 2 r I I [ | | I ] ] ! I 1 I l l I | l I I l

¢c. Kota/ Kabupaten : [ I [ ] LI ] ] [ I l I I Ij I l 1 l J

d. Kode Pos D:D:]j
4. Status Usaha : L. Pusat El 2. Cabang D 3. Tunggal [:l
5 Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : | I | I
6. NPWP Pusat ( diist olech WP Cabang) D [ l I ] [ ] [ i D[ I ] I
il Jenis Udahia, T N 0 ool o s it s anaisinys s e aruss tynsnasayemiton L__EI:D:]
8. Akhir Tahun BUK W W oremmeeieontire o B R s oo Vaamenas s ia s Shas v s s saoAE e e a R DID
9.| Status Modal - 1.pMA [ ] 2.pMpN [] 3. BUMN/D[] 4. SWASTA []
10. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Penghisaha Kena Pajak D
[1.] Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak E]
D. AKTE PENDIRIAN DAN PENGURLUS BADAN
2 AKTE PENDIRIAN

12.1. Nomor Akte

12.2 Tanggal Akte

[T1T]
LIT T 111

12.3 a. Nama Notaris

b. Kota z I l ] [

[TTTT LTI

HEERER
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DEPARTEMEN KEUANGAN-REFUBLIK INDON ESTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...ccoiniisacsionisionsessissssasisans

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

12.1. Nomor Akle

12.2 Tanggal Akte

DIISI DENGAN HURUF CETAK NO. FORMULIR ..o
A.| JENIS PERUBAHAN
1. Penghapusan D 2. Pembetulan [:]
3. Keluaran 3.1.KP. PDIP. 4.21 D 1.2 KP: PDIP. 4.23 D 3.3. KP. PDIP. 4.20 D
B. DATA LAMA ( diisi sesuai dengan KP.PDIP.4.21-95 atau KP.PDIP.4.20-95)
E: Nama Wajib Pajak / Badan
2| NPWP HiEERINEEIRIEN
3. Nomor Register D—l | II ll i ! | | |
C. DATA BARU (hanya diisi untuk data yang berubah)
1, Nama Wajib Pajak / Badan ]
I
2.| NPWP B EERIEAS R AR
3: Alamat / Tempat kedudukan :
a. Alamat
b Wilayah / Kesamatan TN N 2 e O B
¢. Kota/Kabupaten : ERNEEE=T S I EEEET
d. Kode Pos T it ]
4. Status Usaha 1. Pusat D 2. Cabang I:] 3. Tunggal D
5 Jumlah Cabang Usaha / Nomor Cabang : D:D
6. NPWP Pusat ( diisi olch WP Cabang) [:] I l l I l l | I D l | [ l
7| Teis Uit 0 WA\ § sl s ssiomctinsse Qg e M craesen vary T
8. AKRIr TARRD BUKE T N5 000 iviuion ovungine s 500 aent Sy hve sl s o RN Sui B s o5 Ehy o s s 50 45 ¥ v buw sl wae ED:I:]
9.| Status Modal .pMA [ ] 2.pMpN [] 3.BuMmN/D[] 4. SWASTA []
10. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak D
4 i Mengajukan Permohonan untuk pencabutan Pengukuhan Pepgusaha Kena Pajak [:]
D. AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUS BADAN
12. AKTE PENDIRIAN

HEEN
i T

12.3 a. Nama Notaris

b. Kota

LA

)M O O 0
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PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB BADAN

a, Nama

b. Alamat

c. Kota

do o Kedudukan dalar BAOBI ¢ oo oimmmsmmimmmmmmi v ensss il s s w606 o E8E s Hivess v ssiens Sam i s s s 2ovh raes D

PERNYATAAN

Dengan menyadari scpenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - saksi sesuai dengan ketentuan per-
undang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwd apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran - lampirannya adalah benar dan lengkap.

aibiouss s Eige oy HEREERL s
Pemohon,

DIISTI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Kode Bentuk Badan

Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang)

Kode Wilayah Penagihan B By TR (o BB s R RN s v e I:I:l:]

Kode Wilayah Pemerintahan 3 Dacrah Tingkat 1 [:I Daerah Tingkat II
Kewajiban Pajak (jika ada perubahan, diisi kembali semua jer)is pajak yang menjadi kewajibannya)
- Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU No. 10 Thn. 1994)

Pajak Penghasilan (Pasal 21 [UU No. 10 Thn. 1994)

Pajak Penghasilan (Pasal 23 JU No. 10 Thn. 1994)

- Pajak Pertambahan Nilai (U No. 11 Thn. 1994)

ooooo O

il e G EBEER] i
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP.

KP.PDIP.4.2.A-95
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DEFARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER .

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68171
: Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id

SURAT TUGAS

NOMCR : 2¢x7 /125.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas [Imu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

nama-nama dibawah ini :

NO NAMA NIM KETERANGAN !
1 | Ali Mudlofir 97 - 1095 Ketua
2 | Titin Estiningtyas 97 - 1141 Wakil Ketua

-3 | Farida Budi Hastuti 97 - 1103 1 Anggota ‘f
4 | Tri Wulantari 97 - 1079 ‘ Anggota ]
5 | Ferdy Ary Kustiawan 97 - 1049 Anggota j

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelaydnan Pajak Kediri selama 1 (satu)
bulan, terhitung dari tanggal 01l September sgmpai dengan 01 Oktober 2000.
Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin
kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya,

Jember, 30 Agustus 2000
A/n Dekan
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